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KATA PENGANTAR

Pada saat terakhir menyelesaikan kalimat dari skripsi
ini, sambil membayangkan kemball rangkalan akademik yang te-
lah dilalui, Penulis dengan segala suka cita menghadapkan di
ri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah yang pertama kall penu
1is lakukan. Betapa tidak, penulis dalam melalul segala rang
kaian keglatan akademik ini dengan sekian banyak hambatan
yang hampir melahirkan keputusasaan, hanya dengan rahmat dan
ridha-Nya jualah sehingga hambatan tersebut dapat dilalui

dan sampai pada penyelesaian tugas akhir ini,

Kenyataan-kenyataan itulah yang membuat penulis sema-
kin percaya, bahwa hanya dengan berusaha mendekatkan dan me-
mohon ridha-Nya, orang akan mendapat kekuatan dan tuntunan
hidup yang terang, Dan berbahagla sekali bahwa penulis ada -
lah termasuk salah seorang dari hamba-hamba-iya yang diberi
kesempatan dan tuntunan untuk menyingkap walau hanya sedikit

saja dari ilmu pengetahuan yang Dia sebarkan dimuka bumi ini.

Fenulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tugas ak-
hir ini, berupa penulisan skripsi yang berjudul "TOLOE TEUR
FENYELESAIAN SENGEETA TATA USAHA NEGARA MELALUI UPAYA ADMI-
NISTRATIF DATAM KATTAN PASAL 51 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR
5 TAHUN 1986" sebagai salah satu syarat untuk menyelesalkan
atudi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, skripsi ini

masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat kekurangan-keku -

i | TR



e ————

= L

rangan., Dengan segala kerendshan hati penulis menerima saran-

saran dan kritik yang bersifat konstruktif dan membangun dari

‘semua pihak, demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini,

Sebagai suatu karya, dalam prosesnya tulisan ini tidak
terlepas dari bantuan-bantuan pihak lain, Oleh karena itu te

rima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada :

1, Eedua orang tua penulis, A, Baso Tekkalawa dan H, Normi
Maryani yang dengan tanpa pamrih telah membesarkan dan men
didik penulis, tanpa mereka penulis tak mempunyal arti apa
apa.

2 Relttor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. DR, Basri Hasa-
nuddin, MA,

%, Dekan Pakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Hadir
Sanusi, S.H.,M.3,

4, Eetua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unhas, Ba =
pak Mus Bakar, S.H.,M.H. , Sekretaris Jurusan Bapak Abd.
Ragak, S.H. dan seluruh staff pengajar dari Jurusan Hukum
Tata Negara yang telah dengan ichlas berbagi ilmu pengeta-

. huan kepada penulis,.

5. Bapak Willy Veoll, S.H. dan Bapak Mas Bakar, S.H.,M.H. seba
gai Eonsultan I dan Eonsultan II, yang telah meluangkan
waktu dan perhatiannya untuk memberi bimbingan kepada penu
1is dalam menyelesaikan skripsi ini,

6. Para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Unhas beserta geluruh
karyawan Fakultas Hukum Unhas, yang telah banyak membantu
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ABSTRAE

Dipenghujung tanun 1986 pemerintah mencanangkan pelak-
sanaan Peradilan Tata Usaha Negara dengan menetapkan Undang
Undang Nomor 5 Tahun 19Y86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Sebagai tindak lanjutnya, pada awal tahun 1991 dibentuklah Fe
ngadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Keputusan Presiden BT
Nomor 52 Tahun 1390, EKebijaksanaan pembentukan Pengadilan Ta-
ta Usaha Negara merupakan upaya nyata pemerintah untuk mewu-
judkan negara Republik Indonesia sebagal suatu negara hukum
sebagalmana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 13945,

Namun demikian, -essensi negara hukum sebagaimana tercer
min dalam pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara belum da-
pat dipandang telah diwujuﬁkan secara utuh dalam praktek keta
tanegaraan kita, Dalam arti, masih perlu dibuktikan  hakekat
Peradilan Tata Usaha Negara sebagal salsh satm unsur negara
hukum dalam penyelenggarzan pemerintahan, Hal ini didasarkan
atas suatu asumsi bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan
guatu hal yang baru dan untuk pertama kalinya dilaksanakan di
Indonesia. Sehingga masih dibutunkan berbagal kajian dan tela
ah untuk memantapkan pelaksanaannya menuju peuyempufnaan ek-

sistensi Peradilan Tata Usaha Negara,

Dalam kerangka inilah, penulis mencoba mengungkapkan
satu permasalshan berkensan pelaksanaan FPeradilan Tata Usaha
Negara di Indonesia, yaitu masalah hukum yang ada disekitar
pasal 48 jo. pasal 51 (3) UU. Mo, 5 Tahun 1986, Dalam hal ini,
masalah hukum yang berkenaan dengan upaya administratif dalam

penyelesaian sengketa Tata TUsaha Negara,

viil



Pembahasan masalah ini dimaksudkan untuk menetapkan
tolok ukur sengketa Tata Usaha Negara yuang harus diselesaikan
melalul upaya administratif.

Befdasarkan masalah yang hendak dikaji maka metode
yang digunakan adalah kajian yuridis-analisis, dimana data
dan informasi pada umumnya terdirli dan bersumber pada peratur
an perundang-undangan berbagal dokumen yang dikelompokan atas
% kategori yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tertier,

Berdasarkan pembahasan penulis ternyata bahwa keharus
an untuk menyelesaikan suatu.senghketa Tata Usaha Negara mela-
1ui upaya administratif secara tegas diatur dalam peraturan
dasarnya. Namun sangat disayangkan bahwa dalam peraturan da-
gar tersebut terdapat berbagai istilah dan tingkatan upaya ad
ministratif yang harus ditempuh, Hal mana dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum,

Disamping itu, dari pembahasan ini terungkap pula bah-
wa masalah hukum berkenaan upaya administratif dalam penyele=-
saian sengketa Tata Usaha Negara bersumber pada tidak jelas
dan tuntasnya pengaturan upaya aﬁministratif tersebut, Sehing
ga pihak-pihak yang berkepenﬁingan cenderung menyerahkan pe-
nyelesaian masalah pada hakim Peradilan Tata Usaha Negara,

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa penyempurna-
an pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara masih diharapkan
dari lahirnya berbagal yurisprudensi dari lembaga Peradilan
Tata Usaha Negara itu sendiri.
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PENDAHULUAN
l.1 Latar Belakang Masalah

Di awal tahun 1992, tepatnya tanggal 14 Januari 1992,
Pengadilan Tata Usaha Negara genap berusia satu tahun, Menelu-

guri tahun pertama terbentuknya dan beroperasinya Pengadilan

Tata Usaha Negara, maka kita akan diperhadapkan pada sejumlah
permasalahan dengan berbagal pendapat dan pandangan dari pakar
dan pengkaji Hukum Administrasi- Negara,

Kenyataan ini adalah suatu hal yang wajar dan logis,
mengingat wusia Pengadilan Tata Usaha Negara baru satu tahun,
Suatu usia yang masih sangat muda untuk ukuran pertumbuhan dan
perkembangan suatu lembaga., Suatu jangka waktu yang amat sing-
kat untuk dapat memetik berbagal macam pengalaman praktls yang
gsangat dibutuhkan dalam penyempurnaan sistem kelembagaan,

Namun demikian, tidaklah berarti bahwa kenyataan ini
dapat diabaikan dan didiamkan berlalu ditelan zaman, Ada bebe-
rapa manfaat yang dapat dipetik dari pengalaman setahun bero=
perasinya Pengadilan Tata Usaha Negara, Manfaat tersebut anta=
ra lain dapat memperluas wawasan kellmuan dan cakrawala berpi-
kir dalam menganalisis peraturaﬁ perundang-undangan yang meng-
atur Peradilan Tata Usaha Negara serta dapat pula dijadikan
bahan analisis dalam mengkaji pelaksanaan peraturan perundang

undangan tersebut, agar leblh selektif dalam mencapai sasaran.

Dengan kerangka berpikir seperti terural di atas, dico-
ba untuk memaparkan dan mengkajl berbagal permasalahan hu-
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kum berkensan Upaya Administratif dalam padfelesaian sengketa
Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Paaal 48 jo, Easal
51 (%) Undang-Undang Nomor 'S Tahun 1986. Menurut hemat penu-
lis, masalah ini perlu segera dibahas dan dipecahkan mengingat
adanya pendapat-pendapat yang kontroversial berkenaan ketentu-
an yang tercantum dalam pasal tersebut di atas. |

Untuk lebih jelasnya, berikut ini dikutip ketentuan Fa-

sal 48 dan Pasal 51 (3) Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1986 : '
Pasal 48 :

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabut Tata Usaha Nega-
ra diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk menyelesaikan secara admi-
nistratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka

sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus disele-
saikan melalui upaya administratif yang tersedia,

(2) Pengaudilan baru berwenang memeriksa, memutus dan me
nyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 Jika selurun upaya administra
tif yang bersangkutan telah dipunakan.

Pasal 51 (5) :
Pengadilan Tinggi Tata Usana Negara bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di-
tingkat pertamua sengketa Tata TUsana Negara sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 48,

Memperhatikan ketentuan yang tercantum dalum pasal ter-
seput di atas, terlihat bahwa pengaturan penyelesalan sengketa
Pata Usaha Negara melalul upaya administratif tidak jelas dan
tuntae serta dapat menimbulkan berbagai penafsiran, Dalam hal
ini, apa yang dimaksud dengan "upays administratif yang ter-

sedia" mengingat adanya berbugal macam upaya administratif da-

lam berbagai macam peraturan perundang-undangan, Demikian pula,



T e

apa yang dimaksud dengan "seluruh upaya administratif yang bersang

kutan" mengingat adanya berbagai tingkatan dalam struktur adminisa-

trasi negara. Misalnya : Dalam suatu peraturan perundang-undangan
hanya mengatur upaya administratif dalam bentuk keberatan, apakah

hal ini dapat dipandang telah ditempuh upaya administratlf yang di

heruskan, dan cukup untuk kemudian diajukan ke Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara jika yang bersangkutan tidak puas atas putusan

adninistratif tersebut 7.

Jementara itu, dalam penjelasan Pasal 48 Undang-Undang No=-
mor § Tahun 1986 dirumuskan bsberapa hal mengenal upaya administra
tif yang mana dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengertian, jenis dan.tingkat upaya administratif;

7., Contoh-contoh upaya administratif;

3, Ketentuan dasar yung mengharuskan menempuh upajya administratif
terlebih dahulu sebelum diselesaikan melalui Feradilan Tata Usa
ha Negara,

Menurut hemat penulis, penjelasan Pasal 48 inilah yang man-
jadi salah satu sumber permasalahan berkenaan upaya administratif
dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Wegara disamping masalah -
masalah yang bersumber pada tidak tuntasnya pengaturan upaya admi-
nistratif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,

Bertolak dari permasalahﬁn ini, perlu kiranya diketahui dan
ditegaskan beberapa hal berkenaan sengketa Tata Usaha Negara yang
ditangani Pengadilan Tinggli Tata Usaha Negara berdasarian Pasal 51
avat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Hal inilah yang akan dipa
parkan dan dikaji dalam karya skripsi dengan judul : TOLOK UEUR FE
NYELESAIAN SENGEETA TATA USAHA NEGARA MELALUI UFPAYA ADMINISTRATIF
DATAM KATTAN PASAL 51 AYAT 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986,
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1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan bahwa kajian ini akan memper
aualkaﬁ beberapa masalah hukum berkenaan penyelesaian sengketa
pata Usaha Negara berdasarkan Pasal 48 jo. Pasal 51 (3) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986,

Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
kedua pasal tersebut di atas dan mengkajinya dalam kerangka se-
tahun beroperasinya Pengadilan Tata Usaha Negara terlihat, ada
nya kompleksitas permasalahan, Mulai dari pnetapan pokok pang -
kal sengketa, penilaian persyaratan upaya administratif yang ha
rus ditempuh, proses pemeriksaan hingga pelaksanaan putusan =
pengadilan, 1

Untuk itu, akan dirumuskan beberapa masalah saja yang
akan dipaparkan dan dikaji dalam skripsi ini, yaitu :

1. Apakah yang menjadi tolok ukur dalam menetapkan pokok pang -
kal sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diselesaikan berda
garkan Pasal 51 (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 7

2, Apakah yang dijadiken kriteria dalam menetapkan bahwa telah
ditempuh seluruh mpaya administratif yang diharuskan oleh -
peraturan perundang-undangan ?

%, Bagaimana sikap dan pandangan fengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara dalam menangani sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan

Fasal 51 (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 7

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

Pembahasan masalah penyelesaian sengketa Tata Usaha Nega-
ra berdasarkan Fasal 48 jo. Pasal 51 (3) Undang-Undang Nomor
Pahun 1986 diarahkan untuk mencapai tujuan sebagal berikut :
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1. Memperjelas dan mempertegas ketentuan yang mengharuskan me-

nempuh upaya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata
Usaha Negara.

¢. Menetapkan tolok ukur penetapan Kepitusan Tata Usaha Negara
sebagal pokok pangkal sengketa,

5, Merumuskan kelemauhun-kelemahan berkenaan ketentuan penyele-
salan sengketa Tata Usaha Negara melalul upaya administra-

tif.,
Sedangkan kegunaan yang akan dicapai dalam pembahasan

inl adalah : :

1, Dapat dirumuskan dan ditetapkan upaya administratif 3angl
harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Nega-
ra sebelum diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Weégara,

z. Dapat ditetapkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan
pokok pangkal sengketa berdasarkan tolok ukur yang jelas,

- Heﬁperuleh masukan-masukan yang berharga guna menyempurna-
kan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, khususnya
hal-hal yang tertuang dalam penjelasannya.

1.4 Metodologi

Sasaran pembahasan ditujukan kepada penetapan tolok
ukur penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya ad

ministratif dalam kerangka ketentuan Pasal 51 (%) Undang-TUn-

dang Nomor 5 Tahnun 1986.

Untuk itu, sumber informasi berupa ketentuan-ketentuan
perundang-undangan, dokumen, laporan simposium, seminar, loka

karya dan penelitian serta kepustakaan yang terjangkau dari
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herhagéi instansi fang materi datanya mempunyai relefansi erat
dan menunjang isi tulisan ini,

Data termaksud sebagai bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tertier yung dalam penyajian tulisan
ini dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode van-
sistematisering, Yaitu, menyusun bahan-bahan yang sudah terda-
pat dalam literatur. Jadi, analisa ini bersikap anti tesis, me
nyandarkan diri pada paham orang lain,

Adapun yang dimaksud dengan :
a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan;
b. Bahan-bahan hukum sekunder, baik berupa tulisan-tulisan il -
miah maupun hasil-hasil penelitian para ahli;
¢. Bahan-bahan hulkum tertier, yaitu bahan-bahan yang membarikan
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-banan hukum primsr -

dan sekundar,

1.5 Sistematika Penulisan
Agar pembahasan pokok permasalahan dapat terurai secara
logis~sistemtis dimana tercermin adanya keterkaitan antara satu
unit dengan unit analisis lainnya, maka pembzhasan ini disusun
berdasarkan sistematika sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan,
Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, meto
dologi dan sistematika penulisan.
Bab II Sekilas Uraian Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Pada bagian ini akan diuraikan tinjauan teoritis ten-

tang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur
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dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang meliputi
struktur kelembagasn, kompetensi dan proses beracara
di depan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bab III Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Tata
Usaha Negara.

Dalam bab ini diuraikan pengertian, J}enis dan ting-
kat upaya administratif, hakekat upaya administratif
sebagal suatu cara dalam penyelesaian sengketa Tata
Usaha Negara serta kriteria tingkat penyelesaian
upaya administratif menurut Pasal 48 Undang-Undang
Nomor % Tahun 1986,

Bab IV Penyelesalan Sengketa Tata Usaha Negara Berdasarkan
Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pada Fenga
dilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Dulam bab ini, diuraikan wewenang Pengadilan Tinggl

Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 51 ayat 1, ayat

z serta ayat % Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986,
Bab Vv Penutup.

Babh inl berisikan kesimpulan dan saran-saran,
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SEKILAS URALAN TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA: «

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara meruﬁakan wizjud
nyata dari upaya pemerintah untuk mewujudkan makna negara hu-
wum secara utuh dan sempurna sebagaimana diamanatkan oleh para

pendiri republik,

Niakui secara umum bahwa sejak berdirinya negara Repub-
1ik Indonesia sudah merupakan negara hukum, walaupun itu masih
terbatas dalam arti formil, Hal mana secara tegas dirumuskan
dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagal beri-
kut :

I. Indonesia talah negara hukum yang berdasarkan atas
Hulcum (rechtsstaat§.
Nesara Indonesia berdasarkan atas Hukum (rechtssta='
at), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machif
sstaat).

II, Sistem Eonstitusionil
TPemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum
dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang
tidak terbatas). '

Temudian dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Juga

disebutkan bahwa :
Mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negu-
ra untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur
dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur,
Pernyataan-pernyataan yang tercermin dalam penjelasan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut di atas menggariskan
bahwa baik pemerintah maupun rakyat mengharapkan roda pemerin-

tahan dijalankan menurut hukum, Tidak saja secara formil,



me lainkan juga secara materiil, karena hukum itu essensinya

adalah rasa keadilan, Di samping itu, pernyataan tersebut di
atas merupakan pula instruksi dan dasar untuk menuntﬁt . per-
tanggungan jawab para aparat negara sebagal abdi rakyat, jika
auatu saat mereka melakukan tugas tidak selaras dengan konsti-
tuai dan peraturan perundang-undangan,

Dalam rangka - mewujudkan Negara Republik Indonesia seba
gai negara hukum dalam artl materiil, maka negara hukum dalam
arti formil harus diisi dengan kegiatan nyata yang mencermin -
kan pemenuhan persyaratan terwujudnya suatu negara hukum da-
lam arti materiil, Salah satu diantaranya dan yang menjadl po-
kok kajian dalam skripsi ini, adalah Badan Eenakiman yang be -
has, dan ada pula yang menyebutnya adanya FPeradilan Tata Usaha
Negara,

Dalam literatur, ditemuil adanya perbedaan pendapat dika
langan para ahli kenegaraan berkenaan istilah negara hukum dan
unsur-unsurnya, Hal mana secara jelas dIuraikan oleh SF Mar -

pun (1988:16) sebagai berikut :

nPara ahli Hukum Erocpa Barat (Kontinental), sepertl
Friederich Julius S5thal menggunakan istilah "Rechts =
staat", dan merumuskan 4 unsur rechtsstaat itu sebagai
berikut :

a, Perlindungan terhadap hak-hak asasi,

b, Pemisahan atau pembagian kekuvasaan untuk menjamin

hak-hak manusia (trias politica).
o, Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan,
d, Peradilan administrasli dalam perselisihan,

Sedangkan A.V. Dicey menggunakan istilah Rule 0f Iaw

dan merumuskan Rule Of Law itu se?agai berikut :

a, Supremasi aturan-aturan hukum (Supremacy of tha law)
tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of



arbitrary power) dalam arti bahwa seseorang hanya bg
leh dihukum kalau melanggar hukum,.

b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equiali-
ty before the law) dalil ini berlaku baik untuk |
orang biasa maupun untuk pejabat.

c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang
Dasar serta keputusan-keputusan pengadilan’.

Istilah dapn unsur-unsur negara hukum sebagaimana diurai
kan di atas dapat dikategorikan sebagai suatu pengertian kla -
sik. Sebab, dalam perkembangan selanjutnya pada zaman modern
di abad ke 20, unsur negara hukum telah pula mengalami perkem-
bangan sebagaimana dirumuskan oleh The Internasional Commisio-
nal of Jurists pada Konggres Athena 1955, dan oleh Internasio-
nal Of Jurists pada konggresnya di Bangkok 1965, yang merumus-
kan syarat/unsur-unsur negara di bawah Rule Of Law, sebagal be
rikut :

a. Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi se-
lain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara
proseduril untuk memperoleh perlindungan atas hzk-hak yang
dijamin itu.

b. Badan Kehakiman yang bebas (indevendent and impertial tribu
nals). .

¢. Pemilihan umum yang bebas.-

d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.

e. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.

f. Pendidikan kewarganegaraan (civiceducation).

Memperhatikan perkembangan rumusan ini terlihat adanya

perluasan terhadap konsepsl Rule Of Law. Di samping halk-hak

10



politilk, hak-hak sosial dan ekonomi juga harus diperhatikan,
diakui dan dipelihara.

Dari perkembangan rumusan tersebut di atas, dapatlah
disimpulkan bahwa makna dari suatu negara hukum adalah Jjika
seseorang mempunyai hak terhadap negara dan hak-hak itu di-
akkui oleh undang-undang dan untuk merealisasikan perlindung
an atas hak-hak itu, maka kekuassan negara harus dipisah-pi
sahkan/dibagi atas berbagal tangan, yakni badan pembuat un-
dang-undang, badan penyelenggara dan badan peradilan. Badan
peradilan tersebut harus bebas dan merdeka kedudukannya.
Dengan demikian akan dﬁpat memberikan perlindungan hukun
terhadap semua warga negara yang merasa haknya dirugilkan,
sekalipun hal itu dilakukan oleh aparat negara sendiri. Da-
lam hal inilah urgensi Peradilan Tata Usaha Negara diperlu-
kan.

Menurut hemat penulis, kearah inilah sasaran yang di
tuju dalam pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indo-
nesia sebagaimana terlihat pada penjelasan Undang-Undang No
mor 5 Tahun 1986 sebagai berikut

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 le

bih lanjut disebutkan bahwa : .

Dalam melaksanakan tugasnya itu Pemerintah wajib men

junjung tinggi harkat dan martabat masyarakat pada

umumnya dan hak serta kewajiban asasi warga masyara-
kat khususnya. Oleh karena itu, Pemerintah wajib se-
cara terus menerus membina, menyempurnakan dan mener
tibkan aparatur dibidang Tata Usaha Negara agar mam-
pu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih serta
herwibawa dan vang dalam melaksanakan tugasnya sela-

Ju berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan
sikap pengabdian untuk masyarakat ...cse00

11




Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya perp
benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Ba -
dan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat,
diperlukan adanya sarana hukum yaitu Peradilan Tata Usaha Ne-
gara. Peradilan tersebut sekaligus sebagal sarana pengawasan
yuridis dan legalitas bagl administrasi negara.

Atas dasar ini, dapatlah dikatakan bahwa tujuan Farﬁ -
dilan Tata Usaha Wegara adalah agar rasa keadilan dalam masya
rakat terpelihara dan dapat ditingkatkan sebagal bagian dari
publik service pemerintah terhadap warganya dan agar keseim -
bangan antara kePEntiﬁgan perseorangan dengan umum dapat ter-
jamin dengan baik.

Prof. Dr. Mr. Prayudi Atmosudirdjo (1977:203) menyata-
kan :

"Pyjuan Peradilan Tata Usaha Negara adalzh untuk meng-

embarkan dan memelihsara administrasi negara yang te -
pat menurut hukum (rechtmatig) atau tepat menurut un-

dang-undang (wetmatig) dan atau tepat secara fungsio-
nil (efektif) dan atau berfungsi secara efisien".

Dalam karaﬁgka berpikir seperti terurai di atas, patut
lah dipertanyakan sejauhmana pembentukan Peradilan Tata Usaha
Negara di Indonesia dapat mewujudkan cita dasar negara hukum
dalam arti materiil.

Dalam konteks ini, SF Marbumn (1983:1) menyatakan :

ngeeara formil kita telah memenuhi salah satu diantara

glemen Negara Hukum atau Rechtsstaat atau rule of law.
Akan tetapl terpenuhinya unsur formil itu belumlah di
angzap cukup bilamana tidak dibarengl dengan unsur

materiil -- dalam pengertian apakah peradilan itu me-
rupakan suatu badan yang netral ? -- apakah ia merupa
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kan Badan HKekuaszan Xehakiman yang merdeka (bebas)
sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 24
dan 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sejauhmana
interaksi pengaturan personalia, organisasi dan ad=-
ministrasi -- baik pembinaan maupun pengawasan ter
hadap pengadilan itu akan berpengaruh terhadap net-
ralitasnya. Adakah hakim bebas dalam ikatan atau te
rikat dalam kebebasan 7 semua itu masih menunggn
waktu uniuk membuktikannya dalam praktek perjalanan
sejarah peradilan ini pada masa datang",

Menurut hemat penulis, adalah suatu hzl yang wajar ji
ka SF Marbun masih meragukan keandalan Peradilan Tata Usaha
WNegara dalam mewujudkan makna negara hukum secara utuh dan
sempurna, Mengingat hal ini merupakan yang pertama kali ke =
kuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan olsh Peradilan
Tata Usaha Negara yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekua
saan badan lainnya, Dan pada tempatnyalah untuk memberikan
penghargaan terhadap tekad pemerintah dalam melaksanakan ama
nat konstitusi untuk memberikan perlindungan hukum yang mak-
gimal kepada seluruh rakyat melalul pemtentukan Peradilan Ta
ta Usaha Negara,

Untuk memberikan gambaran tentang pembentukan dan pe-
laksanaan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, akan dipa =
parkan beberapa hal pokok berkenaan Peradilan Tata Usaha HNe
gara di Indonesia sehagaimanaldiatur dalam Undang-~Undang No-

mor 5 Tahun 1986 dan peraturan pelaksanaan lainnya.
2.1 Struktur Kelembaguan, Tempat EKedudukan dan Fungsi

Dalam memaparkﬁn struktur kelembagaan,.tempat keduduk

an dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara, maka uraian harus

senantiasa bertolak dari kerangka kekuasaan kehakiman pada
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umumnya dengan berdasar pada landasan kénstitusional dan

landasan yuridis pelaksanaan kekuasaan kehakiman tergebut.

Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menye

butkan

Lekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah -
Agung dan lain-lain Badan EKehakiman menurut Undang-
Undang.

Sebagali realisasi Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun
1945 tersebut dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Da -
lam Pasal 10 Undang-undang tersebut dinyatakan :

Ayat (1) : Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Penga-
dilan dalam lingkungan :

a. Peradilan Umum

b. Peradilan Agama

¢, Peradilan Militer

d, Feradilan Tata Usaha Negara,

Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negeri
Tertinggi.

Ayat (2)

Dari ketentuan Fasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1970 teflihat bahwa ada 4 lingkungan peradilan yang terpi -
sah dan berdiri sendiri, yaitu :
1. Peradilan Umum,
2, Peradilan Agama,
%, Peradilan Militer, dan

4, Peradilan Tata Usaha Negara,

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 tiap jenis badan peradilan tersebut akan di
atur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri, Hal ma-

na telah terlaksana dengan dutetapkannya Undang-Undang Ne., 2
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Tahun 1986 tentung Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 1953 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958 dimana
terdapat beberapa ketentuan yang mengatur Peradilan PMiliter.
Pengaturan lebih lanjut tingkatan badan-badan pengadil-
an yang melakukan peradilan dalam masing-masing lingkungan per
adilan menurut pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1970 tersebut di atas, adalah :
1, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 menyebutkan penga-
dilan terdiri dari.:
a, Pengadilan Negeri, yang merupakan Pengadilan Tingkat Per
tama.
b. Pengadilan.Tinggi, vang merupakan Pengadilan Tingkat Ban
ding.
2, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan penga-
dilan terdiri dari :
a, Pengadilan Tata Usaha N=sgara, yang merupakan Pengadilan
Pingkat FPertama,
b. Pengadilan Tiﬂggi Tata Usaha Negara, yang merupakan Feng
dilan Tingkat Banding,
%, Pasal 6 Undang-Undang Nomor T Tahun 1989 menyebutkan penga-
dilan terdiri dari :
a., Pengadilan Agama, yang merupakan Fengadilan Tingkat Fer-
tama.
b. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Ting-
kat Baﬁdiug.

15
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4. Keputusan Hersama Menterl Kehakiman dan Menteri Pertahanan/

Panglima Angkatan Bersenjata Nomor =y LA 10718 dan
Keputusan Bersama Nomor EngBf%EfiéIilgT - yang mengatur an

tara lain adanya dua tingkatan dalam Peradilan Militer yal
tu =
a, Mahkamah Militer mengadili dalam tingkat pertama perkara
kejahatan/ pelanggaran oleh ASRI yang herpanﬁkat Eapten
ke bawah,
ﬁ. Mahkamah Militer Tinggi berwenang :
1. Mengadili dalam tingkat pertama kejshatan/pelanggaran
anggota ABRI yang berpangkat Mayor ke atas, dan
2. Mengadili dalam tingkat banding segala perkara  Yyang

telah diputus Mahkamah Militer dalam wilayah hukumnya.

Secara skematis, uraian tentang ketentuan-ketentuan terse

tu: di atas dapat digambarkan sebagal berikut :

MAHLAMAH AGUNG

PTH ok I MMT PT TONW

PN PN PN PA FA PA MM MM MM PIUN PTUN PIUN

16
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Dalam mengenalisis struktur kelembagaan kekuasaan ke-
hakiman tersebut di atas, Mas Bakar, S5.H.,M.H. (1991:3)menya
takan bahwa :

"Ke empat badan pengadilan dalam lingkungan Eekuasaan
Kehakiman tersebut kedudukannya terpisah dan berdirl
sendirl satu dengan lainnya dengan pembagian kompeten
si (kekuasaan mengadili) secara absolut terpisah pula

darﬁ lingkungan Badan Kehakiman yang satu dengan lain
nya'".

Menurut hemat penulis, kemandirian dan keterpisahan da
ri keempat badan pengadilan tersebut antara satu dengan yang
lainnya dengan kejelasan pembagian kompetensi hanyalah salah
satu sisl dari panggamyaran kebebasan dan kemerdekaan badan
pengadilan dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya. Sementa
ra itu masih ada sisi yang lain yang merupakan sisi yang ter-
penting dalam menyoroti netralitas dan kebebasan badan penga-
dilan dari badan-badan kekuasaan lainnya., Dalam hal ini, ke -
merdekaan dan derajat kebebasan badan peradilan dari pengaruh
badan kekuasaan lainnya yang merupakan salah satu unsur mut -
lak bagi suatu badan untuk dinyatakan sebagal badan peradilan.

Pernyataan ini didasarksn atas pendapat DR. Sjachran -

Basah, S.H. (19585:30) menyatskan :

"Untuk dapat disebut peradilan, khususnya Peradilan Ta
ta Usaha Negara, harus dipenuhi syarat-syarat sebagsi
berikut :

a. Adanva suatu instansi/badan yang netral dan diben-
tuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, se -
hingga mempunyai kewenangan untuk memberikan putus
an.

b, Terdapatnya suatu peristiwa hukum konkrit yang me-
merlukan kepastian hukum.

¢. Terdapatnya suatu peraturan hukum yang abstrak dan
mengikat secara umum.

d. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak.

a. Adanya hukum formal.

17
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Dalam menyoroti tingkat netralitas dan derajat kebebas-
an Pengadilan Tata Usaha Negara, penulis bertolak dari ketentu
an yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 seba-
gai berikut :

Pasal 7 Undang-Undang Womor 5 Tahun 1986

1. Pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan dilakukan oleh
Mahkamah Agung.

2. Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan

dilakukan oleh Depatemen Kehakiman.

3, Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

tidak boleh mengurarzi kebebasan hakim dalam memeriksa dan
memutus sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 13 Undang-Undzng NWomor 5 Tahun 1986 :

1. Pembinaan dan pengawasan umum.terhadap Hakim sebagal pega -
wai negeri, dilakukan oleh Menteri Kehakiman.

2, Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan

memutus sengketa Tata Usaha Negara.

Memperhatikan ketentuan-xetentuan tersebut di atas ter-
1ihat adanya dualisme dalam pembinaan hakim dalam lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara. Kedudukan hakim sebagai pegawal
negeri, pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan
oleh Menteri Kehakiman sementara pembinaan teknis peradilan di

lakukan oleh Mahlktamah Agung.

Adanya dualisme dalam pembinaan ini telah menimbullkan
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kekhawatiran tentang kemerdekaan dan kebsbasan hakim, Demikian

halnya dalam hal pengangkatan, pemberhentian, pengawasan dan

pelaksanaan tugas hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 5, pa -

sal 12, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Pasal 16

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Benjamin Mangkoedilaga, 5.H.

(1988:2) menyatakan bahwa :

"Dualisme dalam bidang kekuasaan kehakiman menurut ber-
bagali teori dan pendapat, merupakan salsh satu cara up
tuk menghindarkan adanys suatu rechtstyranie (le pou -
volr terrible parmisles hommes), suatu cara uniuk meng
hindarkan adanya konsentrasi ataupun akumulasl kekuasa

a1

dalam satu tangan, yang dalam hal ini pengangkatan,

pemberhentian, promosi maupun mutasi dari para hakim".

-

Lebih lanjut beliau menyatakan :

"Memang, menzenai pengangkatan, pembernentlan, proucsl,
dan wmutasi para hakim terdapat beberapa macam pola pe-

mikiran, yaitu :
1. Di mana Mahkamah Agung (Supreme Court) have nothing

g

to say dalam hal-hal tersebut, seperti halnya terda
pat di Amerika Serikat dan Filipina.

Sebaliknya, Supreme Court mengenai hal-hal tersebut
menangani secara keseluruhan dan tuntas, karena di-
dukung oleh suatu sekretariat Supreme Court yang
kuat, seperti halnya di Jepang dan India.

Menganut sistem dualisme, namun dengan suatu prose-
dur dan tata cara yang sudah mapan didukung oleh
kaidah Hukum Administrasi Negara dan Yurisprudensi
Administrasi Negara (Droit Administratif dan Conten
tieux Administratif) dimana sangat berperan suatu
lembaga seperti Conseil Superieure de la Magistraty
re/Supreme Counsil-of Judiciary seperti halnya di
Prancis.

Adanya suatu Judical Service Commission ataupun se-
macam komite, seperti yang terdapat di Israel, Nige
ria, dsn beberapa negaras di Afrika, yang selalu di-
dengar dan diminta pertimbangannya dalam hal peng.~
angkatan, pemberhentian, promosi, degradasi dan mu-

tasi para hakim®.

Menurut hemat penulis, walaupun dualisme pembinaan ha -

kim dijumpai pula diberbagal negara raju (. mapan dalam pelaksa
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naan ide negara hukum seperti Prancis) namun penulis masih me-
ragukan kemerdekaan dan kebebasan hakim, khususnya jika dikaill
kan dengan statusnya sebagal pegawal negeri.

Dalam undang-undang hanya Ketua, Wakil Ketua, Ketua Mu-
da dam Hakim Agung yang dikualifisir sebagal pejabat negara
(Pasal 11 Undang-Undang Nomor & Tahun 1974), sedangkan Hakim
pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tingsi dan Hakim pada Penga
dilan Tata Usaha Negara dan Hakim Tinggi pada Pengadilan Ting
gi Tata Usaha Megara dikualifisir sebagal pegawail negeri. Kedu
dukkan hakim sebagai pegawali negeri memang patut dikhawatirkan
membawa efek yang beraneka ragam. Misalnya sebagal pegawal ne-
geri ia harus loyal kepada pemerintah dan harus tunduk pada a-
tasan serta diharuskan masuk organisasi pegawel yang bernama
KORPRI dengan segala macam aturan-aturannya. Adakah mungkin ia
dapat menjalanksn tugasnya mensgakkan hukum dan keadilan seca-
ra baik dan bebas ? Misalnya dalam hal mengadili seoran; pega-
wai negeri atau seorang Pejabat Badan Tata Usaha Negara sesama
acrota korps ia Juga terikat kolegalitas.

Menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka (bebas) se-
suai dengan Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 be-
rikut penjelasannya, hakekatn&a tidak terlépas darli pengaturan
personalia, organisasl, dan adninistrasi baik pembinaan maupun
pengawasan.

Hakim sebagal alat kekuasaan kehskiman tidak tepal apa-
bila diawasi dan dibina oleh Menteri ¥ehskiman sebagal pemban-

tu Presiden, dimana kedua kekuasaan itu setaraf sebagaimana
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tercermin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam rangka
menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka perlu diletakkan
agar wewenang dan pembinaan serta pengawasan para hakim dila
kukan secara monistis dan tidak dualistis ataupun integralis

tik.

Tentang tempat kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara
diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagal berli -
kut :

Pasal & Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 »

(1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan dikotamadya
atau ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wi
layah kotamadya atau kabupaten.

(2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu
kota propinsi, dan daerzh hukumnya meliputi wilayah pro-
pinsi.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 :

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan keputusan presi

den.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986& :

Pengadilan tinggl Tata Usaha Negara dibentuk dengan undang -

undang.

Dari ketentuan Pasal & tersebut di atas terlihat bah-
wa tempat kedudukan Pengadilaﬁ Tata Usaha Negara adalah di -
kotamadya atau ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meli-

puti wilayah kotamadya atau kabupaten tersebut, Sementara
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Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota

propinsi, dan wilayash hukumnya meliputi wilayah propinsi ter

gebut.

Sebagai realisasi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No
mor 5 Tahun 1986, maka telah ditetapkan Keputusan Presiden
Nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata
ﬁsaha Wegara di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan -
Ujung Pandang., Demikian halnya dengan Pasal 10 Undang-Undang
Nomer 5 Tahun 1986 telah direalisasikan dengan ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 10.Tahun 1990 tentang Fembentukan Penga-
dilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pan-

dang.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum da-
lam Leputusan Presiden Nomor 5¢ Tahun 1990 dan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1990, terlihat buhwa ketentuan Pasal 6 Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1986 belum sepenuhnya dilaksanakan, Da=
lam hal ini, Pengadilan Tata Usaha Negara baru dibentuk dili-
ma tempat dengan penetapan secara khusus wilayah hukumnya., De
mikian pula dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara baru
dapat dibentuk ditiga tempat dengan pengaturan wilayah hulkum

yang Kkhusus pula,

Lenyataan ini tidak terlepas dari pertimbangan bahwa
pengadilan di lingkungan FPeradilan Tata Usaha Wegara merupa -

kar lembaga baru yang pembentukannya memerlukan perencanaan
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serta perslapan yang sebaik-haiknya, gehingga pelaksanaannya
dilakukan secara bertahap,

Dalam konteks pembentukan badan pengadilan dilingkung
an Peradilun Tata Usaha Negara, terdapat satu aspek hukum
yung belum diperjelas. Dalam hal ini, dasar hukum pembentuk-
an Fengadilan Tata Usaha Negara berbeda dengan dazar hukum
pembentukan Fengadilan Tingei Tata Usaha Negara, dimana Peng
adilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Keputusan Presiden
sementara FPengadilan Tinggl Tata Usaha Vegara dibentuk de -
ngan Undang-Undang,

Penjelasan Hndahgnﬂndaug Nomor 5 Tahun 1986 tidalk
menguraikan dasar pertimbangan tentang perbedaan dasar hukum
pembentukan tersebut, Demikian halnya dengan berbagai litera
tur dan bahan bacaan berkenaan FPeradilan Tata Usaha Negara
yang telah penulis telaah tak satupun yang memberikan komen-
tar tentang perbedaan dasar hukum prmbratukan tersebut,

Untuk itu, penulis mencoba menyajikan suatu analisis
tentang perbedaan daaar'hukum pembentukan tersebut, yang pa-

du dasarnya meliputi 2 alesan 1

1., Tingkat urgensi materi muatan peraturan perundang-undang
an tersebut. _
Penulis herpendapat bahwa semakin tinggli tingkat urgensi
materi muatan yang diatur maka tentu semakin tinggi pula
tingkatperaturan perundang-undengan yang mengaturnya.

2. Aspek fleksibilitas dazlam pembentukan Pengadilan Tata -

Usaha Negara.

23




Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah dibentuk dan wilayah

hukum kekuasaannya adalah sebagal berikut :

1.

2

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, wilayah hukumnya me
liputi seluruh wilayah Kotamadya yang terdapat dalam Dae-
rah Khusus Ibukota Jakarta, serta seluruh Kabupaten dan
Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Propinsi
Daeranh Tingkat I Jawa Parat, Kalimantan Barat, Kalimantan
Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Pengadilan Tata Usaha Nezara Medan, wilayah hukumnya mell
puti seluruh Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II
vang terdapat dalam: Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera U-
tara, Dserah Istimewa Aceh, Sumatera Barat dan Riau.
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, wilayah hukumnya
meliputl seluruh Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat
II yanz terdapat dalam Propinsi Daefah Tingkat I Sumatera
Selatan, Jambi, Bengkulu dan Lampung.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, wilayah hukumnya
meliputi seluruh Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat
II yang terdapat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti-
mur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pengadilan Tata Usaha Hegafa Ujung Pandang, wilayah hukum
nya meliputi selurub Kabupaten dan Kotsmadya Daerah Ting-
kat II yang terdapat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sglg
weai Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawe-
si Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,

Tmor Timur, Malulku dan Irian Jaya.
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Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang telah dibentuk
dan wilayah hukum kekuasaannya adalah sebagai berikut

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, daersh hukum -
nya meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propin-
81 Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ja-
wa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Tengah dan Kalimantan Timur.

2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, daerah hukumnya
meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa
Aceh, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengku
lu dan Lampung. 3

3. Pengadilan Tingzi Tata Usaha Negara Ujung Pandang, dzerah
hukumnya meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawg
si Tengzara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Irian Jaya dan

Timor Timur,

Adapun fungsi .Pengadilan Tata Usaha Negara, secara nor-
matif dapat dilihat pada ketentuan Fasal 47 Undang-Undang No -
mor 5 Tahun 1986 yaitu :

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan me -
nyelesaikan senghketa Tata Usaha Negara.

Disini terlihat bahwa fungsi tersebut merupskan pengeja
wantahan kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai salah
satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari kea -
dilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, ber-
tugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan seng-

keta Tata Usaha Negara.
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Dalam konteks fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara, Mas
Bakar, S.H.,M.H. (1991:4) menyatakan :

"Berbeda dengan lingkun inny:

; gkungan pengadilan lainnya, Penga-
dilan Tata Usaha Negara tidak diberikan fungsi kepe
E?E? atan, Pengadilan Tata Ussha Negara tidak dapat

mintal jasa baiknya oleh pemerintah untuk memberi -

%an nasehat dan atau pertimbangan hulkum/pendapat hu -
kum terhadap sesuatu hal,

Tidak ditemukan penjelasan mengapa fungsi kepenasehat
an ini tidak diberikan kepada Pengadilan Tata Usaha
Hegaraﬁ sementara dalam lingkungan peradilan lainnya,
yaitu Feradilan Umum, Peradilan Agama maupun Mahkamah
Agung fungsl kepenasehatan itu diberikan kepadanya,
dan setiap saat jika pamerintah membutuhkan dapat me=
minta pendapat, nasehat dan pertimbangan hukum dari
pengadilan setempat”,

Menurut hemat penulis, tidak diberikannya fungsi kepenz
sehatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan atas
pertimbangan bahwa tugas pokoknya adalah menyelesaikan seng-
keta Tata Usaha Negara, suatu sengketa dimana salah satu pi -
halk adalah Badan atau FPejabat Tata Usaha Negara, Agar netrali-
tas dan kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya dapat terja
min khususnya dari pengaruh pihak eksekutif, maka pengadilan

Tata Usaha Negara tidak dibebani fungsi kepenasehatan,

Dalam konteks ini, perlu dijelaskan bahwa ada kemungkin
an Peradilan Umum menangani sengketa Tata Usaha Negara ( Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagal tergugat ). Namun harus
diingat bahwa hal ini hanyalah suatu pengecualian dan merupa -
kan kengakwenﬂi peﬁhatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Ne
gara, Dalam arti, bukan merupakan wewenang pokoknya, sehingga
tidak dijadikan pertimbangan dalam memberikan fungsi kepenase-

hatan pada Peradilan Umum,
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2.2 Kompetensi

Dalam hukum acara pada umumnya, kompetensi (kewenangan)
suatu badan pengadilan untukIMEEEadili suatu perkara dibedakan
atas 2 Jenis :

a., Kompetensl Relatif, kompetensi pengadilan yang EEjEHiEIun -
tuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.

b, Kompetensl Absolut, kompetensi pengadilan yang tidak seje -
nis untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau pokok
sengketa.

Eompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalzh
menangani sengketa Tata Usaha Negara, yaitu memeriksa, memu -
tus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (Fasal 47 dan

Pasal 50 Undang-Undang Nomor S Tahun 1988),

Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dirumuskan dalam

Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah :

"Sengketa Tata Usaha Wegara adalah sengketa yaag timbul
dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan
hultum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Uzaha Ne-
gara, baik yang ditingkat pusat maupun ditingkat dae-
rah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usa-
ha Negara, termasuk sengketa kepegawalan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Mepelaah rumusan sengketa Tata Usaha Negara tersebut di
atas, terlihat adanya 3 unsur pokok yang terkandung di dalam-
nya, yaitu :

1. Sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara.
Tada umumnya, lshirnya gsengketa Tata Usaha Negara di
sebabkan oleh perbenturan antara kepentingan umum yang diem
ban oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan kepen-

tingan individu atau badan hultum psrdata.
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Landasan hukum pelaksanaan kepentingan umum yang di-
laksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersg
but haruslah berada dalam bidang Hukum Administrasi Negara.
Dengan demikian berarti pula bahwa sengketa dalam bidang Ta
ta Usaha Negara disebabkan karena pelaksanaan tugas dan we-
wenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Hu-
kum Administrasi Negara yang menimbulkan kerugian bailk seca
ra materil maupun secara moril bagi sessorang atau badan hu
kum perdata.

Larena itu jika pelaksanaan tugas dan wewenang Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan/menggunakan huicum
perdata, yang menimbulkan sengketa didalamnya, tidak dzpat
dikategorikan sengxeta Tata Usaha Negara, Dengan demiklan ma
ka keriteria dalam mensniukan apakzh suatu sengieta tertentu
masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, terletalk pada bidang
hukum apa Yang mengatur hubungan hukum para pihak yung ber =
sengketa. Misalnya jika panghkal sengketa antara Wallikota dem=
ngan sl A adalah pembatalah IMB, maka harus dicari bidang hz
kun =pa yang mengatur tentang pembatalan IMB tersebut. Fembz
talan IMB di atur dalam Peraturan Daeran. Paraturan Yaerah
itu sendiri adalah termasui pidang Hukum Administrasi Negara,
maka dapat disimpulkan bahwa sengketa tersebut adalah sengke
ta Tata Usaha Negara.

Pafa pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara,

Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa Tata

Oszha Negara adalah seseorang atan badan hukum perdata de =-

ngan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Disinilah ter-
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lihat ciri khas sengketa Tata Usaha Negara, yaitu salah sa
tu pihak yang terlibat/dilibatkan mutlak adalah Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara,

Jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sudah ter-
libat sebagai pihak di depan Pengadilan Tata Usaha Negara
maka kedudukannya selalu ssbagai pihak tergugat dan tidak
pernah akan menjadi penggugat. Kedudukan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara sebagai pihak tergugat dalam setiap seng-
keta di depan Pengudilan Tata Usaha Negara disebabkan kare-
na tindakannya mewakili jabatan yang dipangku mengeluarkan
keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan kerugisn mate-
ril dan atau moril ;agi geseorang atau badan hukum perdata,
sehingga timbul gugatan untuk memulihkan hak=haknya yang
terlanggar tersebut,

Dalam hal Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akan
digugat di depan Fengadilan Tata Usaha Negara, maka hal itu
dilakukan dalam kualitasnya sebagal aparatur negara mewaki-
1i jabatan dan bukan sebagal pribadi, Badan atau Fejabat Ta
ta Usaha Negara dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Un -
dang Nomor 5 Tahun 1986 sebagal berikut :

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan

atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah ber

dasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Unsur pemerintahan ini diartikan sebagal kegiatan
yang persifat eksekutif, Sementara pengertian Pejabat Tata
Usaha Negara adalah aparatur negara yang diserahi tugas me-
{aksanakan urusan pemerintahan, baik dipusa® maupun didae -

rah Dengan demikian, jika dikaitkan FPasal 56 Undang-Un

29




dan .
g Nomor 5 Tahun 19ag maka yang digugat adalah jabatan.

Seh
1NEEA nama pemangku jabatan tidak perlu disebutkan da-
lam gugatan,

3. Bikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara,

Unsur inilah yang menentukan adanya/lahirnya sengke
ta Tata Usaha Negara, Sehingga dikataken bahwa pokok pang-
kal sengketa Tata Usana Negara adalah keputusan Tata Usaha
Negara dan dengan demikian Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara senantiasa berada dalam posisi tergugat.

menurut Mas Bakar, S.H.,M.H. (1991:8)

"Dengan dasar tersebut maka sebenarnya/hakekatnya
yang digugat adalah jabatan yang mengeluarkan kepu
tusan Tata Usaha Wegara dan menimbulkan kerugian
secara moril maupun materil bagi seseorang atau ba
dan hukum perdata, Jabatan yang mengzeluarkan kKepu-
tusan tersebut, akan diwakili oleh pejabatnya un -

tuk melakukan tindakan atas nama jabatan sesual de
ngan keputusan hakim setelah mendapat kekuatan hu-

kum yang pasti",

Memperhatikan lapangan pekerjaan Tata Usaha Negara yang
sangat luas dengan berbagal tindakan yang dapat dilakukan, ma-
ka terbayang betapa luasnya cakupan kKompetensi absolut Fengadi
lan Tata Usaha Negara., Famun hal ini tidaklah menjadi kenyata-
an, mengingat pengaturan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Un=-
dang-Undang Nomor & Tahun 1983 telah menetapkan berbagal pemba
tasan, Hal mana menjadi bahan diskusi yang hangat diperbincang
wan dan bahkan dipandang telah menisbikan arti pentingnya keha
diran Peradilan Tata Usaha Negara.

Pembatasan tersebut dapat disebutkan antara lain :
1, Pembatasan pangkal sengketa Tata Usaha Negara,
Dalam Pasal 1 ayat3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 dirumuskan pengertian keputusen Tata Usaha Negara yang
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dijadikan sebagal pangkal sengketa Tata Usaha Negara sebagal
berikut :

EgatuPP?netapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan
huﬁu eJabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
um Tata Uszha Negara ¥ang berdasarkan peraturan -
Eerpndang—undangan yang berlakn yang bersifat konkrit,
ndividual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum
bagl seseorang atau badan hukum perdata,
Dari rumusan di atas terlihat bahwa keputusan Tata U-
saha Negara yang dapat dijadikan pangkal sengketa Tata Usaha
Negara adalah :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang tertulis serta berisi tia

dakan hukum,

- HephtusanTata Usaha Negara tersebut dikeluarkan oleh Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat konkrit, in-
dividual dan final,

- Keputusan Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan kerugian
materil dan atau moril bagi seseorang atau badan hukum per
data.

Menyimak tentang penjelasan keputusan Tata Usaha Nega
ra yang tertulis dalam unsur periama dari keputusan Tata Usa
ha Negara menurut Pasal 1 ayat 3 tersebut, maka ada dua hal
yang harus diperhatikan yaitu :

1, Sifat tertulisnya keputusan Tata Usaha Negara itu tertuju
‘pada pengertian isi atau materi muatan keputusan Tata Usa
ha Negara harus ditulis, tidak tertuju pada bentuknya.
Perspalan bentuk keputusan Tata Usaha Negara tersebut ti-
dak tegas dan tidak menjadi scal bagi Undang-Undang Nomor

|

5 Tahun 1986,
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farena itu maka -memo, nota yang dikeluarkan oleh Badan

atau Fejabat Tata Usaha Negara masih dapat digolongkan

sebagal kebutusan Tata Usaha Negara, jika memenuhi unsur

Pasal 1 ayat 3 tersebut,

Minimal memo atau nota tersebut memenuhi syarat yaitu :

a. Jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menge
luarkannya, dan dikeluarkan atas nama jabatan yang di
pPangkunya,

b. Jelas maksud dan megenai hal apa yang termuat di da -
lamnya, dan

c. Jelas dan tegas identitas orang atau badan hukum per-

data yang dituju atau dikenai memo atau nota tersebut.

‘Buzhwa menurut Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang ¥omor 5 Tahun

1986, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang wajib me
ngeluarkan keputusan Teta Usaha Wegara, sedangkan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak mengeluar-
kannya, maka tindakan tersebut oleh Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 dianggap atau dipersamaksn dengan mengelu-
arkan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat menolak

dan atau tidak mengabulkan ses3atu (menolak secara diam-
diam).

Jika tenggang waktu yang ditetapkan Pasal 3 ayat % telah
di lampaui, sedangkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Nega-
}a pelum mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara terse-
but, maka menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 esudah
Idapat dijadikan pangkal sengketa untuk mﬂngajpkan gugat-

an kepada Padan atau Pejabat Tata Usaha Wegara bersang -
kutan,
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D1 Samping pembatasan Tersebut di atas, ditemukan
pula pemtasan Yang sangat limitatig terhadap keputusan Ta
ta Usaha Negara yang tigay dapat dijadikan pangkal sengke
ta Tata Usaha Negara, yaitu Pembatasan keputusan Tata Usa

ha Negara yang diatur dalam Pasal 2 don Pasal 49 Undang -
Undang Nomor 5 Tahun 1985,

Pebatasan prosedural,

Pembatasan ini disimpulkandari ketentuan Fasal 48
Undang-Undang Womor 5 Tahun 1986 dimana ditetapkan bahwa
suatu sengketa Tataﬁﬂsaha Negara tertentu harus diselesai
kan melalul upaya administratif terlebih dahulu sebelum
diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, jika hal
itu ditetapkan dalam peraturan dasarnya,

ferhadap ketentuan Pasal 48 ini terdapat duz penda
pat @

1, Pendapat yang menafsirkan bahwa xetentuan tersebut -
mengharuskan setiap sengketa Tata Usaha Wegara harus
diselesaikan terlebih dahulu melalul upaya administra-
tif sebelum diajukan ke pengadilan,

2, Pendapat yang menafsirkan ketentuan tersebut bahwa ha-

.nya gengketa Tata Usaha Negara tertentu yang harus di
gelesaikan melalui upayz administratif sebelum diaju -
kan ke pengadilan,

Dalam konteks inl perlu ditegaskan bahwa ketentuan

beea] 48 inilak yang mermpakan ealah satu mesalah yeng -

akan dikaji dalam skripsi ini,
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2.3 Froses Berae I~
o 4ra di Depan Pengadilan Tata Usaha Negara
erdasarksa
. : 1 Pagza] s Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
terlinat bahwa i
Pﬁngadllan dilingkuugan FPeradilan Tata Usaha

Negara fterdiri atsg beberapa tingkatan, yaity i

1. Pengadilan T3 '
L ta Usaha Hegara, yang merupakan pengadilan
tingkat Pertama;

. Pengadi i
2 gadlilan Tinggi Tatg Usaha Negara, ¥ang merupakan peng

adilan tingkat banding dan tingkat pertama untuk sengke-

ta Tata Usaha Negara menurut Pasal 48;

3. Mahkamah Agung, yang merupakan pengadilan negara terting

rl. -

Atas dasar ini dikenal pula adanya beberapa tingkat
pemeriksaan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Yaitu
1. Pemeriksaan ditingkat pertama:

2. Femeriksaan ditingkat banding;
5+ Pemeriksaan ditingkat kasasi;
4, Pemeriksaan peninjauan kembali,

Fembahasan dalam skripsi ini akan terfokus pada peng
uraian hukum acara, khususnya pada pemeriksazn tingkat per-
tama,

Proses beracara di degﬁn Fengadilan Tata Usaha Nega-
ra diatur dalam Pasal 5% samapi Pasal 132 Undang-Undang No-
mor 5 Tahunl986., FProses ini dimulal dengan surat gugatan
dan diakhiri dengan pelaksanaan puiusan pengadilan setelah

memperoleh kekuatan hulum tetap, dimana pemeriksaannya da -

pat dilakukan melalul acara biasa dan bukan acara biasa,

Proses tertib beracara menurut acara biasa dibagi atas :
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8. llndakan sebelum pemerikszan disidang pengadilém, e
4, e A

b. Pemeriksaan dimuks sidang pengadilan. v sl

ad. a. Tindakan sebelum pemerilksaan disidang pengadilan.
Tindakan ini dilakukan sebelum pemeriksaan disidang

pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umur. Tindakan-tindak

an tersebut dapat diuraikan sebagai berikut -

1. Pengajuan gugatan (Pasal 53 sampai dengan Pazal 56).

Dalam Pasal 1 angka 5° dirumuskan pengertian gugatan seba -

gai berikut :

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terha
dap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diaju -
kan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

Dalam pengajuan gugatan ini, ada 3> hal pokok yang dapat di-

jadikan dasar/alasan yaitu :

1. Keputusan Tata Usaha Fegara tersebut bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.

2. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat de‘tﬂﬁrng
ment de pouvelr.

3. Kaputﬁsan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mempertimbangkan sg
mua kepentingan yang tersanghkut dengan keputusan itu, sg
harusmya tidsk sampasi pada pengambilan keputusan atau sg
harusnya sampal pada pengambllan kKeputusan.

Dalam konteks gugatan inl, maka harus mendapat perhatian

serius tentang tenggang waktu mengajukan gugatan. Jika kepu

tusan Tata Usaha Negara yang hendak digugat tersebut adalah
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2.

keputusan T
P ata Usaha Negara berdasar Pasal 1 ayat (3), maka
tengga
EgaNg waktunya adalan 90 hapi terhitung mulal tanggal di

terimanya Keputusap Tata Usaha Negara tersebut.

Jika pangkal sengketa berdasurkan ketentusan Pasal 3 ayat (2)

makea perhitungan 90 hari itu dimulai pada hari berakhirnya

tenggang waktu yang ditetapkan dalam undang-undang yang ber
sanglutan, Jika pangkal sengketa berdasarkan ketentuan Pa-
sal 3 ayat (3), maka perhitungan tenggang waktu 90 hari ter
sebut dimulai pada hari berakhirnya batas waktu empat bulan
sejak tanggal diterimanya permohonan oleh Badan atau Peja-
bat Tata Usaha Negara, Demikian pula jika suatu keputus&n‘
Tata Usaha Negara harus diumumkan, maka tenggang waktu 90
hari itu dihitung sejak hari pertama pengumumannva,
Ketentuan tentang keputusan Tata Usaha Negara yang harus di
umumkan secara jelas diatur dalam peraturan dasarnya sehing
ga teknis pengumuman itu sadah sepatutnya vercaxup pula (di
atur) dalam peraturan dasar tersebut, Hal ini secara tegas
dapat dilihat pada penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor
5 tahun 1986,

Pemeriksaan Pendahuluan (Pasal 62 dan Pasal 63%)

Sebelum hari persidangan diteutukan, pengadilan mempunyal

kewenangan untuk melakukan semacam pemeriksaan pendshuluan,
Pemeriksaan ini dapat berupa Rapat Permusyawaratan dan Peme
riksaan Persiapan.

2.1 Rapat Permusyawaratan.
Di dalam rapat permusyawaratan (Pasal 62), Eetua Panga-
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dilan Ta
ta Uszha Negara berwenang memutus, bahwa gugatan
yang diajukan sebelypy diperiksa dipersidangan dapat di -
ata i i
nyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, jika ternya
ta bahwa :

2. Fokok gugatan (falkta yang dijadikan dasar gugatan) -

1tu nyata-nyata tidak termasuic WeWenaAngnya;

b. Syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat,
sekalipun telah dibsritahukan dan diperingstkan;

¢, Gugatan tersebut tidak didasarkan kepada alasan-alia-
san yang ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (2) huruf
a2, b dan ¢;

d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnva sudah tar-

penuhi oleh keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telsh daluarsa,

Rapat permusyawaratan fiu terdiri dari para hakim dan pa
nitera yeng dipimpin olek Ketua Pengadilan Tata Uszha Ne
gara (tingkat pertama). Para hakim yang berapat belum
tentu menjadi Majelis Hakim, yang nantinya akan menanga-
ni perkara yang bersangkutan, akan tetapl sudah jelas ke
tua dapat saja membentuk Majelis Hakim dari hakim-hakim
yang ikut rapat itu méﬁjadi hakim majelis,

Hasil rapat permusyawaratan dapat berupa penerimaan afau
penolakan terhadap gugatan dalam bentuk suatu penetapan,
yang diucapkan dihadapan kedua belsh pihak yang berseng-
weta untuk mendengarkannya setelah dipanggil surat terca

tat oleh Paﬂit-ﬂl‘ﬂ--

Manakala penetapan itu berisi penclakan, maka yang dito-
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lak dalam p ] '
al inj Penggugat herhak mengajukan perlawanan

kepa z ]
pada pemberi Penetapan dalan Jangka wakiu 14 hari, ter

hit :
ung sejak hagij rapat itu diucapkan, Isi perlawanan

pada hakekatnys Menyatakan bahwa gugatan itu sempurna,

karena telah memenuni Byarat-syarat sebagaimana diatur

oleh Fasal 58, Perlawanan itu diperiksa den diputus oleh

Pengadilan Tata Hsaha Negara (tingkat pertama) dengan

acara singkat, Sebaliknya bila perlawanan itu dibenarkan,

maka penetapan penolakan ity gugur demi hukum dan selan-

Jutnya pokok gugatan akan diperiksa dan diputus menurut

acara blasa, Tidak terdapat upaya hukum terhadap putusan

mengenal perlawanan, Deagan demikian pemerinksazn terkha-

dap perlawanan yang dilakuksn oleh Pengﬁdilan Tata Usaha

Negara terhad=:p penetapan yang dikxeluarkannya, diperiksa,

diadili pada tingkat pertams dan terakhir,

Pameriksazn Persiapan.

ilajelis Hakim yang ditunjuk ﬁntuk'memeriksa dan memutus

sengkeva tersevut sedbelun memasuki penetapan hari sldang

pemarikszan materi sengketa, terlebih dahulu melzityican

pemeriksaan persiapan terhadap gugatan yang akan diperik

sa, Tujnannya adalah untuk melengkapi kemunzkinan kekﬁ -

rangan yang masih ada déri gugatan tersebut :

Dalam hal ini hakim bartindak :

a, Memberikan nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki
gugatan dan melengkapl dengan cara yang diperlukan da
lam jangka waktu 30 hari,

b, Hakim dapat meminta penjelasan kepada Yadan atau Peja

bat Tata Usaha Negara yang bersangkutan,
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Nasehat halkin kepada penggugat untuk memperbaiki gugat
an adalsh Mengikat, karena jika penggugat tidak memper
baikinya dalam tenggang waktu 30 hari, maka dapat ma -
nyatskan gugatan tigdak dapat diterima, Keputusan peme-
riksaan persiapan ini tidak dapat dilakukan perlawanan,
sehingga penggugat harus memasulkan gugatan yang baru

ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan membayar biaya

perkara seperti seauls,

ad. b. Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan,

Setelah pemeriksaan pendahuluan selesai, ditetapkanlah
hari, jam dan tempat ﬁersidangan. Selanjutnya para pihak atau
kuasanya dipanggil untuk mulai bersidang dan mereka harus di-
parlakuxsen sama, Untuk keperluan pemeriksaan, Halkim Ketua mem
buka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum (Paszs] ?G. -
ayat 1). Sifat sidang yang terbuka untuk umum merupakan sya -
rat mutlak karena kalau tidak putusan hakim diancam batal me-
nurut hukum, kecuzli bila ditentukan lain (Fasal 17 Undang -
Undang Nomor 14 Tahun 1970).

Pemeriiksaan sengketa dipersidangan dimulai oleh Hakim
Ketua dengan megbacakan isi gugatan. Apabila jawaban atas gu-
gatan itu telah ada, maka hakim termaksud juga membacakannya.
Sebaliknya apabila jawaban tersebut belum ada maka hakim itu

memberilkan kesempatan kepada tergugat pada sidang berikutnya

untuk mengajukan jawaban.

Setelah gugatan (dan jawaban) dibacakan, maka Hakim Kg

tua memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan
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seperlunya, bai
p ¥&, baik terhadap Bugatan maupun terhadap jewaban.

Selanjutn i
J Ja Kepada Pengzugat diberi kesempatan untuk mengubah

asan- :
alasan-alasan yang Menjadi dasar gugatan., Alasan itu harus ti

meru i
dak gikan kepentingan tergugat, tidak boleh menambah tun-

tutan. Demlkian pula kepada tergugat diberi hak untuk meng -
ubah alasan-alasan Yang menjadi dasar jawabannya dan pengubah
an tidak merugikan kepentingan penggugat. Perlu diperhatikan,
hak penggugat ini hanya diverikan sampai pada tingkat replik,
sementara hak tergugat hanya diberikan sampai pada tingkat
duplik, sehingga setelah itu kesempatan tadi sudah tidak ada
lagi. ;

Selanjutnya penggugat mempunyai hak untuk sewaktu-wal-
tu mencabut gugatannya, terkecuali apabila sudah ada jawaban
dari tergugat, maka pencabutan itu dapat dikabullkkan oleh peng
adilan hanya setelah disetujui oleh tergugat.

Proses di atas dapat berjalan secara lisan, akan teta-
pl juga jawab replik dan duplik dapet dilsksanakan secara ter
tulis.

Dalam tahap pembuktian setelah surat-menyurat dan atau
tanya jawsh dianggap selesal, maka Haldim Ketua sidang sampal
kepada bukti dan beban pembuktian,

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti (Pa-

sal 100) baik pengguzat maupun tergugat dapat memberikan tang

gapannya yang berisi penilsian terhadapnya, baik secara lisan

maupun secara tertulis. Dan tenggapen 1th iaslnnya dilskukan

dalam memberikan kesimpulan-kesimpulan terhadap sengketa.
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Tentang pem ind
Pembuktian ini, paka proses pembuktian pada per

sidangan Pensadi
dadilan Tatg Usaha Negara mempunyai khususan yang

berbeda den
EaI Proses pembuktian dalam pverkkara perdata. Dalam

hal ini haki
m dalam Peradilan Tata Usaha Wegara menentukan apa

ans haru i
yang 8 dibuktikan, bebap pembuktian, penilaian pembuktian.

Dan untule hal ini tidak ada tolok uky-> yang pasti dan jelas.

Menurut hemat penulis, hal ini merupakan masalah serius

yang harus mendapat perhatian kita semua. Sebab, hal ini akan
sangat berpengaruh bagi para pihak yang skan menang atau kalah
dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa proses beracara di-
depan Pengadilan Tata Usaha HNegara dapat dilakukan menurut aca
ra blasa dan dapat pula menurut acara luar biasa (acara cepat).
Proses beracara yang telah diuraikan sebelumnya adalzh menurut
acara biasa, sedangkan proses beracara menurut acara cepat Fa
sal 28 dan 333l 29) dapat dilihat pada uraian berikut ini,

Beracara cepat dilakukan dipengadilan tingkat pertama
yang melakukan proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan, Hal
ini timbul karena permintaan pengzusat yang mempunyal kepen -
tingan cukup mendesak dalam permohonan surat gugatan,

Apa yang harus dijadikan alasan untuk beracara dengan
cepat, tidak ditegaskan didalam, melsinkan diserahkan kepada
penggugat, dan kemudian hakim menilai apakah alasan tersebut
dapat diterima atau tidak. 14 hari setelah permohonan diajukan,

Ketua Pengadilan sudah harus menetapkan diterima tidaknya per-

mohonan beracara cepat dan terbuka. Penolakan terhadap permohon

a1




n beracara ¢
a ®Pat  tidak dapat dibanding, Hal ini berarti bah

wa penilsian terakhir atas "kepentingan penggugat yang cukup
meafseact herids ditangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
(tingkat pertama) sebaszai instansi pertsna dan terakhir,

Jika permohonan itu dikabulkan, paling lambat 7 hari -
sesudahnya Ketua Pengadilan sudah harus menetapkan hari, tem-
pat dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan penda
huluan (rapat permusyawaratan dan pemeriksaan persiapan), ser
ta diadili oleh Hakim Tungigal. Pemeriksaan dengan acara cepat
tidak hanys karena ada kepentingan penggugat yang mendesak,
tetapl juga dalam pemeriksasn perlawanan terhadap putusan da-
lam rapat permusyawaratan (Fasal 62 ayat (1) .

Gugatan pada prinsipnya tidaix menunda pelaksanaan kepu
tusan Tata Usaha Negzara, akan tetapi masih dibuxa kemungkinan
penundaannya, dengan meminta dalam gugatan penundaan itu kare
na ke .entingannys sangat dirugikan.

Pemeriksaan dengan acara cepat ini dilsluken dengan beberapa
pengecualian yaitu :

a. Hakim pemeriksa tidak bersifat Majelis (pengecuzlian Pasal
1 ayat 1),

b. Pemeriksaan Pendahuluan ditiadakan {pengecualianE;gal.EEJ.

c. Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang boleh kurang da

ri & hari.

4. Waktu pemarikﬁaanfﬁﬂmpai pada putusan hanya 35 harl sejak

didaftarnya.
W
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| Peradilan Tata Usaha Hegard.

dan upaya hukum lain yang da

BAB III (3 JEF%F'."ﬁuﬁfét;
b ) Fex 18
UPAYA ADMINISTRATIF DATAM PENYELESATAN 57 “. ! e
'.. 'I"_“_u W R _,."'"I
SENGEETA TATA USAHA NEGARA ;-::._._;;: " r.-.fﬁ-i;:,r'?

Dalam pembahasan Bab II telah diuraikan beberapa pem-

patasan terhadap kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Ne
gara., Salah satu diantaranya adalah pembatasan prosedural se
bagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 sebagai berikut :

Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Nega-
ra diberiwewenang olsh atau berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk menyelesaikan secara admi-
nistratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka
aengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesal
kan melalui upaya administratif yang tersedia,

Ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelésaikan gengketa Tata Usaha Fegara sebagaima-
na dimaksnd dalam ayat (1) jika seluruh upaya admi-
nistratif yang bersangkutan telah digunakan,

Jika dikajl ketentuan yang tercantum pada Pasal 48 Un
dang-Undang Nomor 5 Tahun 198&, maka dapat disimpulkan bahwa

ketentuan tersebut merupakan pembatasan terhadap kompetensi

Dalam arti, masih ada lembaga
pat ditempuh dalam panyqleaaian
a, Namun harus diingat, bahwa

suatu sengketa Tata Usaha Negar ’

lembaga dan upaya hukum t+ersebut masih dalam kerangka dan

terkait langsung dengan Peradilan Tata Usaha Negara,

s W



Wewenang wunt,
d uk Menyelesaikan 8e¢ngketa Tata Usaha Negara

sebagimana dimaksug .

. Ksud pada Pasal 48 ada pada Pengadilan Tinggi
Tata Usaha N
a ©E3TA sebapaimans diatur dalam Pagal 51 ayat 3 dan

t u -
ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahuh 1986 sebagai berikut :

Ayat Fa: 1 *
yat (3) Pengadilap Tinggl Tata Usaha Negara bertugas dan bar-

W i
E“aﬂghmemerikaa, memutus, dan menyelesaikan diting -

kat pertama Sengketa Tata Usaha Hegara sebagaimana di
maksud dalam Pasal 4a,

Ayat (4) Terhadap putusan Pengudilan Tinggi Tata Usaha Negara
sebagaimana dimalksud halam_ayat (3) dapat diajukan
permohonan kasasi,

Menurut hemat pénulis, Problematika hukum berkenaan upa
ya administratif dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara
bersumber pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dimana -
terlihat adanya ketidak jelasan dalam pengaturan upaya adminis
tratif.

Sebelum mempersoalkan problematika hukum berkenaan upa
ya administratif tersebut maka akan diuraikan beberapa hal ber

kenaan upaya administratif sebagai kerungka dasar pembahasan.
5.1 Pengertian, Jenis dan Tingkat Upaya Administratif

Dalam peraturah perundang-undangan terdapat berbagai is

tilah berkenaan upaya administratif, yaitu :

l., Eeberatan;
2. Perlawanang

31- Eanding Adminiﬂtratif-

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 hanya -

mengenal dua bentuk upaya adnintstratif, yaitu
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1., Prosedur Keberatay.

2, Banding Adminigtrayye

Namun demilky

an
R » Jika ditelaan Secara cermat maka ternyata
1 ah ‘t:er.'aehut mempunyai titik persamaan

salan suatu sengkets Tata Usang Negara oleh badan k
peradilan murni,

Sebenarn g
¥a,hal ini sudahn lama dikenal dan dikembang dalam

Ilmu Hukum Admi
nistrasi Negura yYakni dalam memperscalkan proses

penyelesalan sengketa Tata gﬁﬂha Negara, dapat dilakukan melalui

dua jalur upaya, yaity melalui -

1. Peradilan Administrasi Murni, dan

2, Peradlilan Administrasi Semu (Banding Administratif),

Dr. Sjachran Basah, 3.H. (1985:64) memperbandingkan eciri-

ciri kedwa peradilan tersebut di atas sebagal berikut :

Peradilan Adm, Murni

Peradilan Adm. Semu

1.
2e

Se

4.

5.

Yang memutuskan adalah
hakim;

Penelitian terbatas pa
da "rechtsmatigheid"
keputusan administrasi;
Hanya dapat meniadakan
keputusan administrasi
atau bila perlu memberi
hukuman berupa uang(gan
ti rugi) tetapi tidak -
membuat putusan lain
yang menggantikan putus
an administrasi yang -
pertamas

Terikat pada mempertim-
bancskan fakta-fakta dan
keadaan pada Saat diam-
bilnya keputusan admi -
nistrasi dan atas itu
dipertimbangkan "rechts
matigheid"nya;

Badan yang memutus ftu
tidak tergantung, atau
pebas dari pengaruh ba-

1.

2

3

4.

D

Yang memutuskan perkara
biasanya instansi yang
hierarchis lebih tinggi
(dalam satu jenjang se-
cara vertikal) atau la-
in dari pada yang membe
rikan ~ -putusan pertama:
Meneliti "doelmatigheid™
dan "rechtsmatigheid"” da
ri keputusan administra-
2

Dapat mengganti, merubuh
atau meniadakan keputus-
an administrasl pertama;
Dapat memperhatikan per-
ubahan=-perubahan keadaan
sejak saat diambilnya ke
putusan, bahkan juga da-
pat memperhatikan peru -
bahan yang terjadi sela-
ma prosedur berjalan:
Badan yang memutus dapat
di bawah pengaruh bhadan
lain, walaupun merupakan
badan diluar hierarkhi,

dan-badan lain apapull.
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Jika dikai
tkan dengan istilah-istilah yang digunakan

am berbagai
dal g4l Peraturan Perundang-undangan tentang upaya hu-

ang dapat di
kum yang dapat difempuh galag menyelesaikan sengketa Tata Usa

ara i
ha Neg » Faitu proseduyr keberatan dan banding administratif,

JubATSL. RIRY PRTWUudan. dand upaya administratif dalam pe -

nyelesalan sengketa Tata Usaha Negara.

Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986~

secara jelas merumuskan pengertian upaya administratif sebz

gal berikut :

"Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat
ditempuh oleh sesorang atau badan hukum perdzta apabi-
la ia tidak puas terhadap suatu keputusan Tata Usaha
Negara., Prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan
pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk,

Dalam hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh ins -
tansi atasan atau instansi lain yang mengeluarkan ke-
putusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut di
namakan "banding administratif”.

Gﬂﬂtﬂh baﬂﬂlﬂg Ed.miﬂ.iﬁtratif antara lain : -iiiil‘liﬂ‘l

Berdasarkan penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5

Pahun 1986 tersebut, dapat disimpulakan bshwa upaya adminis -

tratif ada dua jenis, yaltu 3

1, Prosedur Keberatan, yaltu penyelesaian keputusan Tata Usaha

Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pe-

jabat Tata Usaha Negara yalg
ah Fasal 25 Undang-Undang Nomor & Tahun 1983

mengeluarkan keputusan i1ty

Contohnya ial

tentang Eetentuan-Ketentuan Umum Perpajakan,
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2, Banding ﬁdminiatratif

» Yaitu apabil, De :
nyelesaian itu 'dila
kukan olsh instansg a .

tasan atay instansi lain dari Yang mge

yang baraangkutan.
Contoh banding admini stratis antara lain

Eeputusan Majelis

&
-

;- WO
ertimbangan Pajak berdasarkan ketentuan

ketentuan dalan Staatsdlaq 1912 Nr, 29 (Regeling van het =

beroep in belastings zaken) jo, Undang-Undang Nomor 5 Ta-

hun 15959 tentang Perubahan "Regeling van het beroep in be-

lastings zaken®,

Jika dikaji ketfntuan yang tercantum dalam Faszal 48 Un
dang-Undang Fomor 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya ternyata
bahwa ketentuan tersebut tidak merumuskan/menetapkan tingkat-
an.upaya administratif yang harus ditempuh dalam menyelesai -
kan sengketa Tata Usaha Negara sebelum diajukan ke Pengadil-
an Tinggl Tata Usaha Negara, Pasal 48 Undang-Undang Nomer 5
Tahun 1986 hanya menetapkan keharusan untuk menempuh upaya ad
ministratif dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara
tertentu., Sementara dalam penjelasannya dirumuskan jenis-je-
nis upaya administratif beserta pengertiannya, dan tidak dite
mukan penjelasan tentang tingkatan upaya administratif terse-
but,

Namun demikian, penetapan jenis-jenis upaya administra
tif tersebut telah mencerminkan pula adenya tingkatan yang ha
rus ditempuh dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara
sebelum diajukan ke Pengadilan Tinggl Tata Usaha Fegara, Yai-

tu, Prosedur Keberatan dan Banding ARIRGEIERELS,
¥
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| Dalam konteks ini, H.M, Iaica Marzuki, S.H. (199z:()
menyatakan

n
Eﬁigﬁ :dministratif ang dilakukan menurut prosedur
n ik ( b?:"“-"“ar" dan banding administratif
administratief beroep") disebut pula dengan namu
administrat;ef bercep prosedur, Kurena umumnya pro-
tos sal dari upaya administravis hampir selalu. dimn
Badan atau Pejabut Tata Usaha Negara vyang bersang-
Kulan setelah itu, jika tidak berhasil maka perma
salahunnya dibawakan kepada Badan atau Pejabat atas
an  dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negura ter —

sebut",

Menurut hemat penulis, jike berdasar pada peraturan
perundang-undanguan tiduk dikenal adanya tingkatan upaya ad-
ministratif. Dalam arti, harus dimulai dengan prosadur ke-
beratan untuk selanjutnya ditempuh banding administratif.
Sebab, undung-undang yang mengharuskan menempuh upaya admi-
nistratif berbeda-beda dalam menetapkan bentuk upaya admini
stratif yang harus ditempuh, yang mana dapat disimpulkan
bahwa jenis upaya administratif yung tercantum dalam peratu
ran dasarnya yang harus dipundang seougai "upaya administra
tif yang tersedia" sebagalmana yang dimaksud Passl 48 Un -
dung-Undang Nomor 5 Tahun 1986,

Famun demikian, penulis tetap berpendirian pahwa pri
hal tingkatun upayas administratif ini musih merupakun prob-
lematika nukum yang oersumber pada inkonsistensi dalam per-

aturan psrunﬂung-und&ngﬂﬂ yang mengatur upayda administratif,
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3.2 Hakekat Upaya Mministratif

Sebagaimana telah dirumuskan bahwa upaya administratif
pada dasarnya telah lama dikenal dan dikembangkan dalam Ilmu
Hukum Administratif Negara dalam hal ini terkait dalam pemba-
hasan upaya hukum yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan -
sengketa Tata Usaha Negara, Upaya tersebut diselesaikan mela-
lui Feradilan Administresi Semu (Administratif Beroep-Banding
Administratif),

Untuk menentukan adanya Peradilan Administrasl Semu -
(Administratif Beroep-Banding Administratif) maka dapat dili-
hat pada ciri-ciri Peradilan Administrasi Semu (Administratif
Beroep-Banding Administratif) yang dikemukakan oleh Dr. Sjach
ran Basah, S.H. sebagal berikut : '

1., Yang memutus perkara biasanya instansi yang hierarchis lg
bih tingegi (dalam satu jenjang vertikal) atau instansi la-
in dari yang menerbitkan putusan pertama;

2, Meneliti "doelmatigheid" den "rechtsmatigheid" dari keputu
san administrasi{

%, Dapat memperhatikan perubahan-perubahan keadaan sejak aagt
diambilnya keputusan, bahkan juga dapat memperhatikan per=
ubahan yang terjadi selama prosedur berjalan;

4, Dapat mengganti, merubah atau meniadakan keputusan adminig

trasi yang pertama;j

5. Badan yang memutus dapat di bawah pengaruh badan lain, wa-

1aupun merupakan badan di luar hierarkhi,
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Memperh i
Perhatikay Ciri-eiri Peradilan Administrasi Semu

(Adninistratieve Beroep-Banding Administratif) di atas da-
pat disimpulkan bahws upays admtnt stratif sebagaimana diru-
muskan dalam Pasal 48 agajan salah satu wujud nyata dari Pe
radilan Administrasi Semy (Administratieve Beroep-Banding
Administratif), Sehlngga dapat dikatakan hakekat upaya admi
nistratif sama dengan hakekat Peradilan Administrasi Semu
(Administratieve Beroep-Banding Administratif) sebagaimana
tercermin pada ciri-cirinya,

Dari ciri-ciri tersebut tersimpul bahwa upaya admi =
nistrgtif meérupakan suatu bentuk Pengawasan yang dilakukan
terhadap Badan atay Pelabat Tata Usaha Negara, Pengawasan
tersebut dapat diidentifikasikan gebagai "internal-control”
karena dilakukan oleh suatu badan yang secara organisasi
struktural masih termasuk dalam ilngkungan organisasi dari
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang bersangkutan (eci-
ri pertama dari Peradilan Administratisi Semu/Upaya Adminis
tratif).

Hakekat upaya administratif yang tercermin dalam pe-
ngawasan tersebut sebenarnya berfujuan ganda, yaitu disam -
ping sebagai upaya perlindungan hﬁkum bagi rakyat juga.her—
tujuan membenahi organisasi Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang dimaksud agar dapat menjadl lebih bersih, lebih

efektif, dan lebih berdaya guna dalam penyeleggaraan tugas-

tugas publik,
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Hal ini 4j
ni dida Sarkan atas pert lﬂ]bﬂ.ﬂgaﬂ bahwa upaya

administratif
| tidak hanya ditujukan pada perbuatan Badan
atau Pejahat T

J ata Usaha Negara yang berkenaan dengan peng-

ilen k
ambil EPutuﬂankatetapan tetapi juga terhadap perbuatan

perbuatan Tata Usaha Negars lainnya, seperti halnya dengan

perbuatan materil Tata Usaha Negara dan perbuatan Tata Usa

ha Negara yang berkenaan dengan pembuatan peraturan, yang

mana perbuatan-perbustan tersebut dipandang merugikan pi -
“hak lain,

Dalam konteks pembagian rengawasan intern ke dalam
pengawasan prefentif dan represif, maka upaya administra -

tif dapat digolongkan ke dalam pengawasan represif.

Dizamping hal-hal yang diuraikan di atas, upaya ad-
ministratif juga menjanjikan keuntungan bagi pihak yang me
manfaatkannya yaitu, bahwa penilaian yang'dilakukan terha-
dap perbuatan Tata Usaha Negara yang dimohonkan upaya admi
nistratif, tidak hanya dinilai dari segl hukum (rechtsma -

tigheid) tetapi juga dari segl kebijakan (doelmatigheid).

Namun demikian, penggunaan upaya administratif da-
lam penyelesalan gsengketa Tata Usaha Negara masih diragm -
kan tingkat objektifitas Badan atau Pejabat Tata Usaha Ne

gura atasan yang diserahi kewenangan, karena jlwa korps

dan loyalitas dapat mempengaruhil pengambilan keputusannya,

51

-



3.3 Kriterig Tingkat

Upaya Administratip Menurut Pasal 48

Hudang-ﬂndanr Womar 5 Tahun 19gg

=840 ini mencoba menjawab satu
pertanyaan yang Rendasar per

®naan salah saty wewenang Feng
adilan Tinggl T

ata Usghg Negara,

Yaitu, kapankah dapat dika
takan bahwa telah dit

“BMDUn semua upaya administratif sebaga

Tata Usaha Negara tertensy tersebut dapat diajukan ke Peng-

adilan Tinggi Tata Usaha Negara (Pasal 51 ayat 3),

Pertanyaan ini hadir kepermukaan karena Pasal 43 itu
gsendiri tidak mengaturnya S€cara jelas dan tuntas, Sebagai-
mana diketahuil bahwa Passl 41 hanya menetapkan bahwa peng -
adilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menvelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara tersehut jika semua upaya adni -
nistratif yang bersangkutan telah ditempun,

Sebenarnya, jika dianalisis ketentuan yang tercantum

dalam Pasal 48 Undang-Undang Womor 5 Tahun 1986, mzkz ada

dua masalah yang patut dipecahkan yaitu :

1, Apakah semua sengketa Tata Usaha Negara dapat/harus dise

lesaikan melalul upaya administratif sebelum diajukan ke

pengadilan 7
Hal-hal apakah yang dijadikan kriteria untuk menetapkan
al-ha

+empuh HPSFE E.dmil'llﬁt"a =
bahwa tElH.h di P

. sehingga sudah dapat diaju-
Usaha Negara seling
an sengketa Tata

kan ke pengadilan x
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» dapat dikemukakan adanya

dua jenls penafsir
‘ %0 tentang ketentuan Pasal 48 sebagaimana
telah diuraikan pada may I

o ek u » Sub bab 2,2 halaman “0. Namun pe
pulis ingin te
g gaskan bahwa tidak szemus sengketa Tata Usaha Ne

a harus
gar diselesaikan melalyj upaya adminiastratif sebelum

] k I
diajukan ke pengadilan, Hanya sengketa Tata Usaha Negara ter-

‘tentu yang dalam peraturan dasarnya menyediakan upaya adminis

tratif yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum diaju-
kan ke pengadilan, Penegasan ini didasarkan atas pertimbangan
bahwa Tumusan Pasal 48 tersebut secara jelas meayvebutkan -

"sengketa Tata Usaha Negara Tertentu", Demikian pula dalam

penjelasannya, secara jelas dinyatakan bahwa dari ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluar
kannya keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat di-
lihat apakah terhadap suatu keputusan Tata Usaha Wegara itu

terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu u-

paya administratif,

Tentang masalah yang kedua, penulls mencoba menjelaskan
nya dalam dua pendapat dengan sasaran yang berbeda pula,
Pendapat pertama dimaksudkan agar terjamin kepastian hu

kum dalam pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara dewasa ini.

Dalam hal ini, penﬁlis berpendapat bahwa berdasarkan peraturan
perundang-undangan Fang perlaku secara positif maka kriteria
vang digunakan untuk menetapkan pahwa telah ditempuh upaya ad-
ministratif adalah nal-hal yang tercantum dalam peraturan da -
om hal peraturan dasariys hanya mengatur

Earn?a_ Dal
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upaya administratq
AP f dalap bentuk prosedyr keberatan misalnya,
elah 44
1tEmPuhnya Prosedur keberatan tersebut di-
pandang pula telap 41 tempuh up

- a¥a administratif yang bersang-
utan,

Argument
asl yang mendasari pendapat penulis dapat dike

mukakan sebagai berikut -

a. Menu &
i rut hemat penulis pembuat undang-undanz (yang memuat

keputusan Tata Usaha Negara beserta upaya administratif
yang dapat ditempuh) telan mempertimbanzkan secara seksama
bahwa penetapan jenis atay tingkatan upaya administratif
yang dapat ditempuh dalam hal tidak dapat menerima keputug
an Tata Usahag Negaradipandang telzh proporsional dengan
permasalzahan yang timbul dapl keputusan Tata Usaha Negara
tersebut, Dalam arti, telah diberikan kesempatan yang secu
kupnya kepada pihak yang dirugikan untuk menyatakan penda-
patnya tentang keputusan Tata Usgha Negara yang tidak da -
pat diterimanya.

b. Berdasarkan hakekat upaya administratif yang telsh dikemu-
kakan, dimana tergambar bahwa upaya administratif pada da-
sarnya dimaksudkan sebagal suatu bentuk kegiatan pengawas-
an, yaitu pengawasan intern terhadap Badan atau Pejabat Ta
ta Usaha Negara oleh atasannya dalam rangka memberikan per
lindungan kepada rakyat dan membenahi orgsnisasi Badan

atau Pejabat Tata Uzaha Negara tersebut. Dengan demikian,

dapatlah dikatakan bahwa upaya administratif tidaklah di -

aksudkan untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara
maksu

54



Namun demikian. disadari sepenuhnya oleh T

berdasarkan konsepsional teoritik tentang upaya administratif
yung dikenal dan dikembangkan dalam Ilmu Hukum Administrasi
legara maka pendapat penulis di atas sangat lemah, Mengingzat
bahwa upaya administratif (Banding ﬁdministratif} terhadap ke-
putusan Tata Usaha Negara harus dapat ditempuh sampal pada jen
jang tertinggi dari suatu organisasi Tata Usaha Negara, Hal =
inilah yung mendasari pendapat kedua dari penulisz di bawah ini.
Adapun pendapat kedua dari penulis tentang kriteria -
tingkat upaya administratif dimaksudkan untuk pengaturan upaya
administratif secara jelas dan tuntas dimasa datang dalam rang
ka pengembangan konsepsional teoritik upsya administratif,
Datam .hal ini penulis berpendapat bshwa penetapan kepu -
tusan Tata Ussha Negara harus_sanantiasa terbuka kemungkinan
untuk menggunakan upaye administratif, khususnya banding admi-
sampai pada jenjang organisasi yang tertinggi dari

nistratif
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputus

an Tata lsaha Negara teréebut. Dengan demikiag, seharusnya per
aturan perundang-undangan Jans mengatur keputusan Tata Usaha
an -
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Tata Usaha Negara, Dalam hay ini

y Mengatyr terhuka.kemUﬂEkiE
an penggunaan Prosedyr kebaratan

dan banding administratirs
dalam segala Jenjang Sampai pada

ha Negara,

Puncak organisasl Tata Usa-

Dalam konteks ini, menarik untuls disimak pendapat

yang dikemukalan oleh Benjamin Mangkoedilaga, S.H, (1988:9)
dimana beliay menyatakan -

&

"Kecuali itu, kalau seluryh upaya administratif harys
tFrlebih_dahulu‘dipergunakan, hal ini kemungkinan -
a<an leblh makan wakty panjang, sehingea hal ity meny
Tut pendapat kami, justru akan bertentangen dengan -
asas '"Peradilan Yang cepat dan murah" dan akan berten
tangan pula denzan resa keadilan yanz tumbuh dalam
masyarakat',

Lebih lanjut beliau menyatakan :

"Pasal tersebut janganlah ditentukan secars limitatig/
terbatas pzda apa yang tertera dalam angka (a) dan -
(b) saja, melainkan hendaknya diserahitan dan dikem -
bangkan pula kepada hukum/yurisprudensi, demi dan =]
sual dengan perkembangin dan pertumbuhen Hukum Admi -
nistratsi Negara dan Hukum Tata Negara Indonesia',

Sementara itu, H.M. Laica Marzuki, 5.H. (1992:13) me-

nyatakan bahwa :

it ara bgPfperkara yang dimzksud dalam Pasal

[ tn dari Undang-Undang Nomor5 Tahun 1986 adalah

aya }t belaka dengan hal teknis efisiensi dalam aca-

terpau rkara, sesuai asas peradilan yang sederhana,

ra berpe rah (=bizya ringan), menurut Pasal 4 ayat

zeﬁa; ﬂznuggang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan
ndang-

; ]
ketentuan pokok Keiuasaan Kehalkiman ".
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Berdasarkan uraiaﬂ.tersehut, dapatlah disimpulkan
bahwa jika akan ditétapkan kriteria tingkat upaya adminis-
tratif yang harus ditempuh untuk dinyatakan telah diguna -
kan upaya administratif yang tersedia hendaknya ditetapkan
proses yang sesingkat-singkatnya, Dalam arti, dapat dengan
prosedur keberatan saja, dan dapat pula dengan prosedur ke
beratan yang dilanjutkan dengan banding administratif teta
pi terbatas puda satu tingkatan saja dan untuk ini hendak-

nya ditegaskan dalam peraturan dasarnya.

Pendapat ini didasarkan atas keinginan untuk meng-
hindari kesenjangan prosesual dalam berperkara serta untuk
memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan murah, yang -
mana telah dinyatakan sebelumnya oleh Bapak H.M. ILaica Mar

zuki, S.H. dan Begpjlaain Mangkoedilaga, 3.H.
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BAB. IV




BAB IV

F
ENYELESATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

BERDASA
REAN PASAT 48 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986

PADA PENGADILAN TINGOI TATA USAHA NEGARA

Pad
a8 bab ini akan diuraikan prosedur penyelesaian sengke
ta Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang

Undang Nomor S Tahun 1986 melalui Fengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara (Pasal 51 ayat 3),

Agar pembahasan ini lebih komprehensif, maka akan diurai
kun secara keseluruhan wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ne
gara sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nemor 5 Ta

hun 1986 sebagal berikut :

(1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang

memeriksan dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di ting -
kat banding.
(2) Pengadilan Tinggl Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwe

nang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir

sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tata Usaha -

Negara di dalam daerah hukumnya,

(3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama

sengketa Tata Ilsaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Fasal

42,
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L.l WEwenang Pengadi :
et o gadilap Tinggi Tata Usaha Negara Menurut

asa
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Wewenane
g Fenﬂadi}an Tinggi Tata Ussha Negars sebagei-

matta dimaksudk
an dalam Ppasal 51 ayat 1 adalzh berpant. dengan

emeriks
P aan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding.

Fengertian banding pada unumnya dimaksudkan sebagai
ulangan pemeriksaan. Yaitu, pemeriksaan dalam tingkat kedua
oleh sebuah pengadilan atasan Yang mengulanzgi seluruh peme -
riksaan, balk yang mengenai fakta-faktanya, maupun penerapan
quikum atau undang-undang,

Bertalian dengan hal di atas, Mahkamah Aguns dalam pu
tusannya tertanggal 11 Juni 1973 ¥o. 1043.K/Sip/1972 menyatg
kan :

Dengan diajukannya permohonan banding oleh pengsugat

asal/terguzat dalam rekonvensi, perkara harus diperik

sa dalam keseluruhannya, baik dalam konvensi maupun
dalam rekonvensi.

Deﬁgan demikian perkataan ulangan - menunjukkan diu -
lanzgi semua pémeriksaan, baik yang mengenai duduknya perkara
(fakta) maupun pensrapan hukumnya dan merupakan pemerikeaan
terakhir judex facti. Sehingga segala hal mengenai fakta,
yang telah ditetapkan sebagal benar oleh pengadilan banding

(dalam hal ini Pengadilan Tinggl Tata Usaha Negara), skan te

tap dianggap benar untuk diteruskan dan sudah tidak bisa di-

ubah lagi.
Pemeriksaan pada tingkat banding ini diatur dalam Fa

sal 122 sampai 130 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1935,

59

—



Tentang ketent -
Han-ketentuan ini, perlu ditezaskan bahwa ban-

ding sebagai gg

lah saty UPaya hukum dapat diminta oleh peng-
uzat dan .at
Eug au tEPEusat, karena mereka tidak puas atas putug

akhir Peng
& ®ngadilan Tata usaha Megara (tingkat pertama). Se-

dangkan untuk putusan sels hanya dapat dimintakan pemeriksa-

an bending bersama-sama dengan putusan akhir. Ini merupakan

suatu prinsip untuk mencegah pulusan pengadilan yang tidak

merupakan putusan aihir, dan demi melaksanakan peradilan se-

derhana, cepat dan biaya ringan,

Prosedur pemeriksaan pada tingkat banding dapat diura

ilcan sebagai berikut 3

a. Permohonan pemeriksszan banding secara tertulis yang diaju
kan oleh penggugat dan atau tergugat atal Para seeeesesss
14 hari (menurut perhitungzn tanggal kalender), setelah
putusan diberitahukan kepadanya secara sah dan ditujukan
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat pertama) -
yang memutus.

b. Membayar uang muka biaya perkara yang Desarnya ditaksir

oleh panitera.

¢. Panitera mencatat permohonan itu dalam daftar perkara.

d. Paniters memberitahukan hal itu kepada terbanding.

e. Selambat-lambatnya 30 hari setelah peRUSTORBILAEL AR

panitera memberitahukan kepada para pilhak yang berperkara,

bah ereka dapat melihat berkas perkara di kantor Penga-
anwa m

dilan Tata Uszha Negara (tingkat pertama) dan tenggang wak
ilan Ta
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tu 30 hari,

sEet
®lah diterima pemberitahuan oleh yang ber-
kepentinzan,

Pera piha':s
P dapat Tenyerahkan memori banding dan/atau kon

tra memord
a Ori banding serta surat keterangan dan bukti kepa-

da Panitera - :
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dengan

ketentuan bahwa Salinan memori dan/atau kontra memori di-

verikan kepada Plhek lainnya dengan perantaraan panitera

Pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat pertama) yzng memil

tus.

Salinan putusan, berita acara dan surat lain yang bersanz
kutan harus dikiramkan kepada panitera Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara, selambat-lambatnya 60 hari sesudah PEr

nyataan permchonan itu,

Sementara itu dalam hal pemeriksaan dapat dijelaskan

sebagal berikut :

a. Apabila terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Neszara

b,

(tingkat pertama) yang menyatakan tidak berwenang (abso-
lut dan relatif) memeriksa perikara yang diajukan kepada -
nys, sedsngkan Majelis Hakim Tinggl Tata Usaha Hegara ber.
pendapat lain maka ia dapat bertindak :

1. Memerilksa dan memutus perkara itu, atau |
5. Memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Fegara (tingkat -
pertama) yang bersangkutan memeriksa dan memutus perka

ra it'u -

Bil Pengadilan Tinggi Tata Usaha MNegara berpendapat,
ilamana
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Jika Pembanding telah mengajukan permchonan pemeriksa
an banding, ternyata kemudian timbul perubshan sikap dari -
pembanding yang berkeinginan untuk mencabut permchonan ban -
dingnya, maka kepada pembanding diberi kesempatan untuk -men
cabutnya sebelum permohonan pemeriksaan banding itu diputus
Pengadilan Tinggi, Akan tetapi sekali permchonan banding itu
dicabut, pembanding tidak dapat mengajukannya kembali meski-
Pun jangka waktu untuk mengajukan permochonan banding itu be
lum habis, Demikian halnya juga jika salah satu pihak telah
menyatakan menerima balk putusan Pengadilan Tata Usaha Nega-
ra ia tidak dapat mencabutnya kemball meskipun jangka waktu
untuk itu belum habis/belum lampau.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa wewenang Pe
ngadilan Tinggi Tata Usaha Negara menurut Pasal 51 ayai 1 sa
ngat jelas dalam batasan serta materl cakupan wewenang terse

but, Dalam hal ini, mengadakan pemeriksaan ulangan terhadap

putusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara atas permintaan

d atan tergugat, Temikian pula berkenaan dengan
Denggugat dan
i iksaan ulangan ter-
lakukan dalam pamerl
hal-hal yang dapat di

62



r e cwm R R

wenang Pengadilan Tipgoi
: gel Tata Usaha Negara menurut Pasal 51
ayat 3 Undang

=ndang Nopgr 5 Tahun 1936.

2 W o ; )
h.2 fWewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Nezara menurut

Pasal 51 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Pada dasarnya, Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 mengatur tugas dan wewenang Pengadilan Ting gl Ta
ta Usaha Negara untuk memerilsa dan memutus sengketa kewe -
nangan mengadili antar‘Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam
daerah hukumnya sebagai Pengadilan tingkat pertama dan ter -
akhir.

Sebagaimana telah dikemukakan, kompetensi pengadilan
divedakan atas dua, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi

absolut.

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan

oleh batas daerah hukum yang menjadl kewenangannya. Suatu ba

dan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu =~

sengleta apabila salah satu p

tergugat) berkediaman disalah satu daerah hukum yang menjadi

wilayah hukum pengadilan itu,

Sebagaimana ditetapkan dalam Paszl & ayat 1 Undang-Un

5 Tshun 1986 bahwa FPeng
tamadya atan ibu kota kahupaten? dan dae -

adilan Tata Usaha Wegara
dang Nomor

berkedudukan di ko i : ]
tzmadya atau kabupaten, di -

- s outi wilayah ko

rah hukumnya mellpd

nya 4itetapkan dengan Eeputusan Presiden,

mana pembentukan
&3

ihalk yang berperkara (penggusat/
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Berdasarkap uraian g4

atas, dapatlah disimpulkan bahwa

wewenang Pengadilg :
® Tinggi Tata Usana Negara menurut Pasal 51

ayat (2) sangat Jela

Ngan mengadili dalam

kapasitas sebagai Pengadilan tingkat pertama dan terakhir,

- §
Dari kajian tentang wewenang Pengadilan Tingzi Tata

menurut Pasal 51 ayat (2), penulis temukan satu
masalah yang tidak/belum diatur dalam peruturan

Usana Negara

perundang-un -

dangan. Dalam hal ini, badan munakah yang berwenang menyelesai

kan sengketa tentang kompetensi relatif antara Pengadilan Ting
gl Tata Usaha Negara dalam kanasitasnya sebagai pengadilan
tingkat pertama seperti yang diatur dalam Pasal 51 ayat (5).
Dalam konteks masalah ini, penulis sendiri belum menemican [}

lusi yang tepat dan dapat dipertangzungjawabkan.

4.3 Wewenang Pengadilan Tinggl Tata Usana MNegara Menurut Pasal

51 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1988

Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menge
tapkan

Tata Usaha Negara bertugas dan berwe-
sk Tiuggiemﬁtusf dan menyelesaikan ditingkat

;Z;%aizmziigizia Tata Usaha Vegara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42.

-Undang Womor 5 Tahun -
. Pasal 48 Undang-Un
Sementara dalam

1586 ditetapkan :
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: Suat
ra diberi yeo.. Dadan at&g Pejabat Tata Usaha Nega
atau berdasarican raturan
ministrati Sngan untuk menyelesaikan secara ad-

s
aka EEnaketaE%gt:t% Tata Usaha Megara tertentu,

selesailan bt usaha Nezara tersebut harus di-

dia, Pa¥ya administratif yang terse-

(2) Pengadi
mﬂn§E1Eiz?k? neriksa, memutus, dan
“f Bengketa Tata Usaha Negara sebagaima

lam ayat (1) jika se;uruh upaya admi
bersangkutan telah digunakan.

Retentuan inilan Y&ng menjadi pangkal lahirnya berbagai

masalah yang berkenaan upaya sdministratif dalam penyelessian
sengketa Tata Usaha H%gara. Dari ketentuan ini pula tersimpul
ketidak jelasan pengaturan wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usa
ha Negara dalam menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Nesara
tertentu,

Dalem hal ini, dapat digambarkan bahwa Pengadilan Ting-
gl Tata Usaha Negara tersebut wewenangnya digantungkan pada
klausule yang tercantum dalam Pasal 48, sementara klausule itu
sendiri belum jelas dan tuntas serta masih diliputi beberapa
permésalahan¢

Dari ketentuan Pasal 51 ayat 3 tersimpul bahwa wewe -

i . ksa, me-
nang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah memeriksa,

mutus dan meayelesailkan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana

dimaksud Pasal 48. Dalam ar
menyelesalkan senzketa Tata Usaha Negara

ti, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ne

gara baru berwenallfg

t but bila telah 4iseleszikan terlebih dahulu melalui Upaya

ersebut bila

Admipistratif sebagalmana diatur dalam peraturan dasarnya.
nistra

65



Masalahnys, Peratyran dagar (

Jang mengatur keputusan
Tata Usaha Negaras beserta T

tempuh) tidak nistratif yang dapat di
empu 3
E Beragam dalam mengatur jenis dan tingkat upa-

administ ' ;
ya ratif yang dapat ditempuh, sehingga dapat menim-

bulkan keragaman prosedural yang pada akhirnya akan menim -

bulkan ketidak pastian hukum, Sementara itu, undang-undang

juga tidak menetapkan secars tegas keputusan Tata Usaha Ne-
gara yang dijadikan dasar Bugatan pada Pengadilan Tinggli Tg

ta Usaha Negara.

Agar pembahasan dapat lebih terarah, maka masalah

tersebut di atas dirumuskan sebagal berikut :
‘1. Apekah yang dijadikan tolok ukur dalam menetapkan bahwa
suatu sengketa Tata Usaha Hegara (sebagai termaksud da -

lam Pzsal L8) telah diselesaikan melalui upaya adaminis -
tratif ysng bersangkutan 2.

2, Apakah yang dijadikan tolok ukur dalax menetapkan keou -
tusan Tata Usaha Negara yang di jadikan dasar gugatan

yang diajukan ke Pengadilan Tinggl Tata Usaha Negara ?.

Dalam rangka ﬁgmbahagan-pembahasan tersebut di atas,

penulis mengadakan penelitianm pada Pengadilan Tinggl  Tata

Uzaha Negara Jakarta serta mengadakan wawancara dengan bebe

rapa orang praktisi dan pskar
lakukan di Pengadila
dimaksudkan untuik menguji peraturan

Hukum Administrasi Negara. Pg

di n Mnggli Tata Usaha Ne-
nelitian y=ang

gara Jakarta pukanlah

djv_f]ﬁksulikaﬂ untLLl'; ﬂ'l.EﬂEj_n“:Eut-a-
ndaﬂé.ﬂ.ﬂ mEla

perundang-u e
identifisir jgnis—janis gugatan yang diaj
risir dan meng
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ke FPengadilan

Tinggi o
. 881 Tata Usana Negara berdasarkan

ayat 3. Pasal 51

tera Muda 3idang-
Perkara T
engadilan finggi Tata Usana Fega

Asma Samit ra Jakarta, Bapak
S il S.H,
) » IIlEEHIﬂj'U.R}EaII bahwa setahun setelah berope-

rasinya Pengadilan Tinggi Tata ysana ¥egara (

Januari 1991 -
Januari 1992) telan menangani 22 gugatan yang didasarkan
atas kKetentuan Pasa]l 531 ayat 3, yang mana dapat diperinel
sebagal berikut :

1- JEniEj"bi{]_ang Eengketa . r._...- e .‘..-I.: -..._ :

1.1 Kepegawaian : 11 kasus b 3ol fn-

1.2 Perburuhan : 11 kasus

P L
-

2., Jenis upaya administratif yang telah ditEmﬁég’:
2,1 Prosedur Kkeberatan : 5 kasus
2.2 Banding administratif : 17 kasus
2.% Prosedur keberatan dan banding administratif : -

3. Keputusan Tata Usaha Wegara yang dijadikan pangkal sengkg

ta @

%,1 Eeputusan Tata Usaha Negara Awal $ -

3,2 Keputusan Tata Usaha Negsra Akhir : 22 kasus

Perlu ditegaskan hahwa data-data tersebut di atas

a a w

bagal bahan
) engadilan ringgl Tata Usaha Negara ( Pasal

sanaan wewenang P

tolok ukur penstapan tingkat
gnya © ;
£ 3 ), khusu

entang
51 aya . ¢ dan tolok alkur penetapan keputusan Tata
ratl

upaya administ
i dasar gugatan.

Usaha Negara sebags®
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lah ini digrah
ahlcan unty MEncapai sasaran beri

kut ini :
1. Penstapan tolok yiyp tpe
=

%at upays administratif.

2. Penetapan
Pan tolok ulkyp keputusan Tata Usaha Hegara yanz di
jadikan dasar Eugatan

ad. 1 Penetapan tolok ukur tingkat T

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Undang-Undang me-
netapkan adanya jenis sengketa Tata Usaha Hezara tertentu
yang harus diselesaikan melalui upaya adminietratif sebelum
diajukan ke pengadilan. Selanjutnya ditetapkan pula bahwa -
pengadilan baru berwenang jika sehua upays administratif
yang bersangkutan telah ditempuh, Hal mana secars jelas dan
tegas diatur dalam peraturan yanzg mengatur keputusan Tata
Usaha Megara yang disengketakan.

Masalahnya, pengaturan upaya adpinistratif dalam ber

bagai peraturan perundang-undangan ternyata tidsk sama dan

seragam, baik dalam jenis maupun dalam tingkatan. Bankan
¥

ada yang salah dalam mengartikan jenis=-jenis upaya adminis-

tratif tersebut. Misalnya, jenis upsjya gdministratif yang

eberatan,
Mo. 30 Tahun 1980}. Pengaturan

diatur adalah prosedur k padahal yang dimzksudkan

banding administratif (PP.

£ tersebut dapat diperinci sebagal beri -

upaya administratl

R a administratif hanya dalam

I upay
a. Peraturan yang mengatur up

bentuk prosedur keberatan.

ba
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b. Peraturan ya
I
£ Mmengatyr upaya administratif hanya dalam

bentuk banding édministratif.

c. Peraturan yg
¥ang mengatur upaya administratif dalam bentik -

reged
P ur keberatanp dan banding administratif,

Masala
B ini tercermin pula pada penanganan sengketa

Tata Usa
ha Negara oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

berdasarkan pasal 51 ayat 3, Dalam hal ini duri 22 kasus -

(gugatan) yang ditangani ternyata berbeda-beda jenis dan
tingkat upaya administratif yang telah ditempuh sebelumnya.
Dan yang paling meaarik disini, bahwa ternyata penyelesaian
sengketa Tata Usaha H;Eara melalui upaya administratif seba
gaimana yang disyaratkan hanya terbatas pada satu jenis
atau tingkat, yaitu presedur keberatan saja atau banding
administrasi saja, dan tidak ada yang melalui prosedur kebe
ratan dan banding administratif,

Adapun yang menjadl dasar pertimbangan dari pendiri-
an Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (sebagaimana diung -
kapkan oleh R.Eoesbandono, S.H. dalam wawancaranya dengan
penulis pada tanggal 14 Pebruari 1992) adalah peraturan da-
gar yang mengatur upaya administratif tersebut, Dalam hal
ini ditegaskan oleh beliau bahwa jika dalam peraturan dasar
tersebut hanya diatur upaya administratif dalam bentuk kebg
, maka dalam hal progsedur keberatan tersebut

ratan misalnya

telah ditempuh maka dipandang telah ditempuh upaya adminis-

tratif yang bersangkutan sebagaimana disyaratkan dalam Pa -

sal 48 ayat 2 Undang-Undang’ Homor 5° Tahun 1986,
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‘Jadi to1l '
L ok ukyr Yyang digunakan oleh Pengadilan Tinggl
ata Usaha N
egara dalanm menetapkan bahwa telah ditempuh upa-

a admini
y *8tratif adalsh hal-nal yang secara limitatif dite -

tapkan dalam Peraturan dasarnya,
Pendirian Pengadilan Tinggl Tata Usaha Negara inl se-
Jalan dengan pendapat para praitisi dan pekar Hukum Adminis-
trasi Negara yang penulis sempat wawancarai, dimana mereka
menyatakan bahwa tolok ukurnya jelas tercantum dalam peratur
an dasarnya dan ketentuan itu harus dilaksanakan apa adanya.
Dr. Philipus M, Hadjon, S.H. misalnya, dalam wawanca-

ra dengan penulis menyatakan :

"upaya administratif yang harus ditempuh dalam penye-
lesaian sengketa Tata Uszha Nesara sebagaimana dite-

tapkan dalam Pasal 48 dapat dilihat (tergantung) da-

lam peraturan dasar yang mengatur keputusan Tata Usg
ha Negara yang disenghketeskan, Upaya administratif

yvang tercantum dalam peraturan dasar itulah. yang ha-
rus dipzndang sebagal upaysa adninistratif yang 3133;
ratkan- Pasal 48. Untuk itu, kita harus konsisten da-
lar melaksanakan ketentuan - © peraturan dasar ter

sebutl

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah disimpulkan bah-

wa tolok ukur penetapan tingkat upaya administratif yang ha-

rus ditempuh adalah tingkat upaya administralif yang ditetap

1an dilam persturan doscrnya. Unbuk lsbih jelasnya, tolok u-

kur tersebut dapat ﬂiPEfi“ci sebagal berikut :,
a. Sengketa Tata Usaha Wegara termaksud termasuk dalam ka -

i sengketa Tata Usaha Negara tertentu yang harus di
tegori BN

selesalkan melalul upaya administratif.

ersebut telah diselesaikan me

5 t
b, Sengketa Tata Usaha Hegara

T0
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lalui upg i
Paya &dmlnistratif Besual dengsn jenis dan ting-

katannys i
TN RRE Lo ditetapkan dalam peraturan dasarnya.

Penulig , i
1is menyadari bapwe pendirian ini tidsk sejalan

dengan dagsp-
g asar-dasar tegpri berkenaan upaya administratif yang

dil : :
litenal dan dikembancican dalam Ilmu Hulcum Administrasi Neza

ra. Sebagaimang diketahui bahwa terhadap keputusan Tata Usa

ha Negara harus Senantiasa terbuka xecwunzkinan untuk menga-
jukan keberatan dan banding administratif sampai pada jen -
jang tertinggi organisasi Tata Usaha Megara. Legitimasi dg
ri pendapat ini dapat dilihat pada Surat Edaran Nomor BH.
10/5/37 Tanggal 18 April 1972 tentanz Kasasi Administratif
Dalam ILingkungan Departemen Dalam Hegeri. Dengan catatan,
Jika hal itu dapat diartikan sebagai satu bentul upaya admi
nistratif.
Pada prinsipnya, penulis dapat menerima tolok ukur
penetapan tingkat upaya administratif dergan alasan :
1. Rumusan Pasal L8 secara Jelas menyatakan "seluruh upaya
administratif yang bersangkutan' dan bukan "upaya admi -
nistratif yang tersedia”, sehingga jika telah ditempuh

upaya administratif yang tercantum dalam peraturan dasar

maka dipandang telah ditempuh upaya administratif yang

disyaratkan.

2. U a administratif pada hakekatnya dimaksudkan sebagai
« Upay

tu bentuk pengawasan intern terhadap Badan atau Feja -
satu

B, Pejabat/Instansi atasan yang
liegara oleh
bat Tata Usaha

secara hierarkhis berada dal

Tl

am satu organisasi, dan tidak



Busksudkan antyl menyeleg

. ﬂilta,n sen kﬂ't& .
yaknya yang dilakukan oleh 5 seébagaimana la-

badan pengadil
netapan satu jenis atay e g an. Sehingga pe

andang telah gkatan upaya administratif di
P al memberi kesempatan kepada pihak yang diru-

gikan untuk m ;
*nyatskan pendapatnya dalam hal £idak dapat

menerima suatu keputysan Tata Uszha Ylegara

3. Jika semua upaya administratif yang dikenal harus ditem-
1
puh untule dapat dinyatskan telah diselesaikan melalui
upaya administratif -maka dapat dipandang bertentanzan de

ngan asas peradilan yang sederhana, murah dan cepat.

[y

Sebagali bahar perbandingan, dapat dikemukakan penda-
pat Benjamin Mangkoedilaga, 5.H.(13858:19) yang menyatakan:

"Kecuali itu, kalau seluruh upaya administratif ha -
rus terlebih dahulu dipergunskan, hal inl ksmungki-
nan zkzn lebih memskan walktu yang paznjang, seninggza
hal i1tu menurut pendapat kami justru akan berten. .-
tangan dengan asas "peradllan yang cepat dan murah"
dan akan bertentangsn pula dengan rasa keadilan
yang tumbuh dalan masyarakat'.

ad, 2 Penetapan toleok ukur keputusan Tata Usaha Fegara yang

dijadikan dasaTr gugatan.

Pada uraian terdahulu telah diursikan bahwa Pengadil-

an Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memerik-

sa, memutus dan menyelesallkan di tingkat pertams sengceta
, -

a sebagalmana dimaksu
usan Tata isaha Fegara manakah yang

d dalam pasal 48.
Tata Usaha Negar

t
Masalahnya, KepH |
al sengketa dalam gugabtan Yang diajukan ke
ngka &

dijadikan pa
lzzha Hegara. M

anzingat ada dua keplk
Pengadilan Tingsl Tata

T2

TeAauAs NFGARA JAKARLA
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san Tata Usahs Negarg yang terk

ait deagan pangka engket
yaitu keputusap Tata Usang g A
F e

takan dan keputygg,

T
ata Usaha Hegara Yang lahir dalam Pro
ses penyelesaian upaya administratif, unt

uk pembahasan se -
lanjutnya,

Penulis menyebutnya

i keputusan Tata Usaha Nega
ra awal dan ke Putusan

Tata Usang Negara akhir.

Dalam konteks Permasalahan ini, ada dua pendapat :

Fendapat yang menyatakan bahwa keputusan Tata Usaha Nega
ra y2ng dijadikan dagar

=

Eugitan adalah keputusan Tata
Usaha Negara awal,

b. Fendapat yang meanyatakan bahwa keputusan Tata Usaha Nega

ra yang dijadikan dasar gugatan adalah keputusan Tata

lUsaha Negara akhir,

Fendapat pertama mengemukakan alasan bahwa keputusan
Tata Usaha Negarz awallah yang merupakan pangkal lahirnya
sengketa, sementara keputusan Tata Usaha Negara akiir hanya
berfungsi sebagal suatu upaya penyelesaian, Sehingga dirasa
kan tidak adil jika keputusan Tata Usaha Negara akhir yang

digugat dan dengan demikian harus pula menanggung segala re

siko yang akan timbul,

Pendapat kedua mengemukakan alasan bahva keputusan

Tata Usaha Negara Yang lahir dan terkait dengan pokok seng=-
ata Us

k harus dipandang sebagai satu kesatuan, Sehingga guga
eta ha

hadap keputusan Tata Usaha Negara akhir dipandang te
e e . utusan Tata Usaha Negara awal, karena

lah pula menggugat kep

luarkan oleh satu instansi,

memang dike

13

g4ara yang gejalk awal disengke-'
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Masalahp
K Tk ¥a, adalah apakah semua Badapn atau Pejabat
saha N
®EAra yang melaksanakan upaya administratif -

masih dapa
Pat dipandang bepads dalam satu instansi (Badan -
Tata Usaha Negara)

Dala
lam konteks ini, dapat disimak Penadapat H,M,Iai
ca Marzuki, s.H, (1992:9) Yang menyatakan :

n =
Eig:? Eeradllan semu tersebut adalah secara struk
g N:rmasuk_bag;an dari organisasi Badan %ata
52 gara, tetapl oleh peraturan perundang-un=-
ngan diberi kewenangan untuk memeriksa, memutus

dan menyelesaikan s o0
badan peradilan! engketa, sepertli halnya dengan

-

Lebih lanjut beliau menyatakan :

"Peradilan semu bukan badan peradilan tetapl diberi
Tungsi peradilan (dalam arti rechtsspraak, judi -
ciary), seperti Panitia Fenyelesaian FPerselisihan
Perburuhan (P4), Panitia Urusan Piutang Wegara -
(FUPN) dan Kantor Urusan Perumshan (IUF) dikala ss
belum tahun 1981. Badan-badan peradilan semu tidak
merupakan baglén.dari kekuaszsap kelakiman dan kare
na itu tidak termasuk badan peradilan”,

Dalam menjelaskan pendapatnya H. M, Laica Marzuki,
$.H, (1991:10) mengutip pendapat Faulus Effendie Lotulung

L

yang menyatakan !

i o peradilan semu itu pada hakekatnya secara or
ggggsagnris'termasuk organ pemerintah/administra -
tip sehingga karenanya putusannya ?aaih dapat digu
gat di depan suatu peradilan murni”,

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ternyata se -

; Tinggi Tata Usaha Ne-
asuk ke Pengadilan
mua gugatan yang m

verdasarkan Pasal 51 ayat % semuanya didasarkan atas
gara be

rata Usaha lHegara akhir.
1is dengan sejumlah praktisi dan pakar

Demikian pula dengan ha
keputusan

gil wawancara pent

T4
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» ternyata tersi ™
putusan Tatg Usaha mpul pula bahwa ke
HEE-E.I"E. yang dljﬂdi]‘.‘.an

dasar gugatan ada-
lah keputusan R

Tata Usaha Negara akhir,

Alasun i
yang dikemukakan pada Prinsipnya sama yaitu

keputusan
Tata Usaha Wegara awal dan keputusan Tata Usaha

Hega Lo
ra akhir merupakan saty kesatuan yang tidak dapat dipi-

ahkan, H
sahka al mana analog pula dengan pernyataan banding pada

umumnya, baik dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mau-
pun dilingkungan peradilan lainnya,

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bah-
wa keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan daser gugatan
yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah
keputusan Tata Usaha Negara akhir, Adapun slasan yang penu=-
lis dapat kemukakan :

1. Keputusan akhir tersebut termasuk delam pengertian kepu-
tusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimszksud dalam Pasal
1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1988,

5. Badan atau.PEjabat yang melaksanakan upays administratif
walaupun menyelenggarakan fungsi peradilan pada prinsip-
nya masih merupakan bagian dari organisasi badan Tata

Uszha Negara.

3. Adanya kewenangsn Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

tagan (yang menangani keberatan dan handing'administra-
a

+if) untuk mengubah, membatalkan untuk selanjutnya mene-

tapkan keputusan Tata Usaha Negara yang baru,
Na demikian, penulis menyadari bahwa pendapat ter

mun
gversizl sifatnya khusugnyadua hal,

gebut di atas agak kontr

yaitu :
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1. Apakah

Usaha Negara g
A ebapgai Pangka) sengketa (Pasal 1 ayat 3).
5 EEUNZ jawab atag Putusan tersehyt
pandang .

t

e Dalam hal ini, di-
ang la
Yak jika dibehankan pada pengambil kepu

usan akhir se
mentara sengketa berpangkal kepada keputus
an awal, =,

Kedua hal tersebut g4i

atas telah ditegaskan cleh Ba-
pak Mas Bakar, S5.H,,M

+H. dalam wawancaranya dengan penulis

pada tanggal 25 Maret 1992, dimana beliau menyatakan :

"Tidaklah tepat jika keputusan akhir dijadikan dasar
gugatan dengan alasan bahwa keputusan tersebut tidak
termasuk keputusan Tata Usaha Hegara yang dijadikan
pangkal sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 3
_Und§ng-ﬂhdang liomoer 5 Tahun 1986, dimana keputusan
akhir tersebut tidaklah bersifat administratif teta-
pl bersifat yudicizal sehingga tidak tepat bila dise-
but beschilking tetapi adalah vonnis. Di samping itu
keputusan akhir tersebut bukanlah pangkal asengxeta
yang menimbulkan kerugian®.

Lebih lanjut beliau menyatakan ;

"3iapa yang harus memikul tanggungjawab jika terayata
gugatan diterima dan membebanl gantl rugi kepada ter-
gugat, Jika keputusan akhir yang digugat, maka berar-
+i instansi atau pejabat atasan yang harus menanggung.
Hal mana agak sulit diterima kebenarannya mengingat
bukan instansi atau pejabat atasan yang menimbulkan

gengketal,

Dari uraian di atas terdapat dua versl pendapat berke-

na dijadikannya keputusan Pata Usaha Negara akhir sehagal
an

ini nulis tidak dapat membe -
1am konteks 1ni, P® 1
dasar gugatan. U2

g lainnya mengingat ma -
dan menyelahkan yau
narkan yang satu

nukum, Dalam arti, kontraversi

| ketidak konsistenan pengaturan keputusan
a

3 F= | ErPa
ini bersund administratif dalam peraturan da-

Tata Usaha Negar@ dan upaya

Sarnyaes

T6
_______-.-.-.-------------ﬂﬂ-



Sehagai
g Contoh dapay dikemukakay -

1., Apakah EKeputyg
‘ A0 P4P dapat dipandang keputusan Tata Usaha
Hegara sebagaimang dimaksud Pasal 1 ayat % 7

2. Tidak dapatkah {;
dlDEndang keputusan Guberaur herdasarkan

Fasal 10 ayat 2 Undang-

o Undang Gangegnan sebagal keputusan
ata [Usaha
Negara Sebagaimana dimaksud Pueal 1l ayat 5 7

Jadi .
nenurut hemst penulis, akar permasalahan terle -

Kk pada a
L peruturan dasarnya Yang tidak jelas dan tidak tegas

dan inilah yang harys disempurnakan terlebih dahulu dalam -

rangka pemecahan permasalahun Yang terurai di atas,

_Jikﬂ dalam urafan sebelumnya penulis menyimpulkan bah
wa keputusan akhirlah yang dijadikan dasar gugatan maks hal

itu didasarkan atas pertimbangan :

1. Keputusan yang lzhir melaluil upaya administratif merupa = .
kan satu kesatuun yang tidak terpisahitan, Hal mana sudah
+entu disertal penyempurnaan badan-badan yang menyslengga
rakan upayz administratif sehingga terpenuhi kriteria
yang diinginkan oleh Undang-Undang ¥omor 5 Tahun 1388,

2. Adapun menéenai tanggung jawab atas putusan tevsebut t1 -

daklah dapat dikatekan banwa instansi atau pejabat atasan

tidak ikut bertunggungjawab. lengingat adanya kewenangan

yang dimiliki membatalkan untuk selanjutaya menetapxan
y DEr

Negara yang baru.

Ikeputusan Tata Usana
aian sengketa Tata Usaha Negara

Dalam konteks penyeles

: 9 -7 1 Fas
melalui upaya aduinistratif, periu diper]Sies EVaLus st

raelisihan-Perburuhaﬂ Pusat (P4P) se-

Panitia Peayelasaian Pe
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bagal lembagza ypa- /

& &9 upaya Administratis dihidang parburuhan ({etena
akerjsan), 5 oo g i e
g J ) ebagaimana diketahui bahwa P4 mempunyai dua wewe

nang :
1. Wewenang yudikatif, herg
hun 19%7, dan

2., Wewsnang

asarkan Undang-lUndang Womor 22 Ta-

Administratlf, berdasarkan Unds
Tahun 19g4,

Ng=Undang Womor 12

Atas dasar ini, Penulis memandang bahwa hanya keputus-

an P4F sebagai pelaksanaan wewenang administratif yang dapat

digugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Hegara,

Damikian halnya dengan badan-badan khusus yang menye -
lenggarakan upaya administratif dalam penyelessian senzketa
Tata Usaha Negara, perlu diperjelas status hukumnva dalam kon
tek Badan Tata Usaha Negara secara keselurunan, Dalam arti
apakah badan tersebut masih merupakan Jadan Tata Uaaha'ﬁeg&ra
atan bukan 3adan Tata Usaha Y¥Negara, hal muana disshabkan kare=
na diantars badan-badan tersebut ada yang khusus dibentuk de-

ngan kewenangan tunggal untuk menyelesaikan secara adminisira

tif sengketa Tata Usaha MNegara,

Untuk menuﬁup uraian ini patut pula dijelaskan ketentu

an yung mengharuskan sengketa Tata Usaha Negara yang dimaksud

Pasal 48 diselesaikan melalui Pengadilan Tingel Tata Usaha e

gara dan bukan melalui Pengadilan Tata WEShd Begnrs

Dalam hal ini penulis memandang bahwa pemeriksaan mela

mendalam sehing
1 Tata Usaha Negara hal itu akan memperpanjang pProsSes ...
dilan Ta g

T8

__________.--------------F"-



penyelesaia
1 Sengketa, Hal ing sebenarnya sudah terangkum

dalam kete
ntuan Yang tercantum Pada Pasal 51 ayat 3 Undang-

Undang Nom - :
g or 5 Tahun 1986 dimana dinyatakan bahwa Pengadil

an Tinggi Ta 5 ;
EE ta Usaha KFegara memeriksa, memutus, dan menyele -

salka i :
n ditingkat Pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagail

mana dimaksud Pasal 48, Dalan kapasitasnya sebagai pemerik-

sa tingkat pertama, hal ini hendaknya tidak dilihat dalam

artian tingkatan (banding) tetapi dalan artian teknis peme-
riksaan, dimana Fﬂngﬁdilan Tinggi Tata Usaha Negara memerik
sa sengketa Tata Usaha Yegara sebagzimana layaknya pada pe-
meriksaan ditingkat pertama, yaitu memeriksa sengketa seca-
ra keseluruhan, Hal mana berarti pula bahwa keputusan Tata
Usaha Negara sebagal pelaksanaan upaya administratif dipe -
riksa oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai sua-
tu gugatan dan bukan sebagai suatu pemeriksaan tingkat ban-

ding.
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BAB ¥ i
FENUTOOD
5.1l Eesimpulan

Berdas
arkan pembahasan yang telah diuraikan dapat dita

berilkut -

rik beberapa kesimpulan sebagai
1. Permasalahan hukum berkenaan upaya administratif dan penye

lesaian sengketa Tats Usaha Negara pada dasarnya bersumber

pada peraturan dasar yang mengatur keputusan Tata Usaha Ne
gara beserta upaya administratif, dimana ternyata terdapat

ketidak seragaman dalam Pengaturan jenis dan tingkat upaya
administratif,

2. Tolok ukur penetapan jenis dan tingkat upaya administratif
vang harus ditempuh dalam penyelesaian senghketa Tata Usaha
ﬁegara untuk dapat dinyatakan bahwa telah diselesaikan mg
1lalul upaya administratif yang bersangkutan adalah apa -

yang secara jelas ditetapkan dalam peraturan dasarnya.

%, Eeputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan dasar gugatan

pada Pengadilan Tinggl Tata Usaha Negara adalah keputusan

akhir (keputusan Tata Usaha Negara yang lzhir dari proses

penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya admi

nistratif). Hal mana gejalan dengan kriteria sengketa Tata

Usaha Negara, baik menyangkut keputusan Tata Usaha Negara
L]

bagal pangkal senghketa maupun berkenaan dengan Badan . -
ge

tau Pejabat Tata Usaha Negara (pasal 1 ayat 2, 3 dan 4 Un
atau ]

dang-Undang NumoT 5 Tahun 1986).

a0

_______.-.---------------’-.



5.2 Saran-sarap . "

1.

3.

pat dan murah,

Adanya kecendarungan Para pihak yang berperkara untuk men
dapatkan legalitag éalam sengketa Tata Usaha Negara yang
dibadapi, makg sebaiknya para hakim di lingkungan Peradil
an Tata Usaha Negara mempertimbangkan secara seksama ten-
tang berbagai kemungkinan dari yurisprudensi yang akan di
terbitkan,

a1
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